MENTERI KELANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/P.04/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 229 /PMK.04 /2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN REAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wuntuk melaksanakan Memorandum Saling
Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah  Negara  Palestina tentang  Fasilitasi
Perdagangan untuk Produk Tertentu yang berasal dari
Wilayah Palestina (Memorandum of Understanding
between The Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The State of Palestine on Trade
Facilitation for Certain Producis Originating from
Palestinian Territories) vang telah diratifikasi dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2018, perlu menetapkan tata cara pengenaan taril bea
masuk atas barang impor berupa produk tertentu dari
wilayah Palestina;
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b. bahwa untuk melaksanakan First Protocol to Amend the
Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand
Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap
Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah diratifikasi
dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018,
perlu melakukan penyvempurnaan terhadap tata cara
pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-
New-Zealand Free Trade Area,

c¢. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang
Tata Cara Pengenaan Tanf Bea Masuk atas Barang Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional,

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1995 nomor 75 Tambahan lembaran negara nomor
3612);
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Menetapkan
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b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2018 tentang Memorandum Saling Pengertian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara
Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk
Tertentu vyang  |berasal dari Wilayah Palestina
(Memorandum of Understanding between The Government
af The Republic of Indonesia and The Government of The
State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products
Originating from Palestinian Territories) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58);

¢. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade
Area [Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan
Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PME.04/2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1980);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/PMK.04 /2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1980), diubah sebagai berikut:



Zdia

Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
vang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusil dan landas kontinen yang
di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang vang sepenuhnya berada di  bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kawasan vang Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea
masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dan cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam bhngkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
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Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam

jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Tempat Penimbunan Berikat vyang selanjutnya

disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau

kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea

masuk.

Pusat Lomstik Berikat yvang selanjutnya disinglkat

PLE adalah TPB untuk menimbun barang asal luar

Daerah Pabean dan/atau barang vang berasal dari

tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai

dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam

jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain

Kawasan Bebas dan TPB.

Importir adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang melakukan kegiatan memasukkan

barang ke dalam Daerah Pabean.

Penyelenggara /Pengusaha TPB adalah:

a. penyelenggara kawasan  berikat sekaligus
pengusaha kawasan berikat;

b. pengusaha di kawasan berikat merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;

c. penvelenggara gudang  berikat  sekaligus
pengusaha gudang berikat; atau

d. pengusaha di pgudang berikat merangkap
penyvelenggara di gudang berikat.

Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:

a. penyelenggara PLB;

b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB;
atau

c. pengusaha di PLB merangkap sebagai
penyelenggara di PLB.
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Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional wvang
besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan
internasional.

Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA adalah
dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai
dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu
invoice, packing list, Bill of Lading/Airway Bill, dan
dokumen lain wvang dipersyaratkan untuk
pemenuhan Ketentuan asal barang dalam rangka
pengenaan Tanf Preferensi.

PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut
PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean,
dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke
TLDDP,

Harmonized Commodity Description and Coding
System yang selanjutnya disebut Harmonized System
(HS) adalah standar internasional atas sistem
penamaan dan penomoran yang digunakan untuk
pengklasifikasian produk  perdagangan  dan
turunannya vang dikelola oleh World Customs
Organization (WCO).

Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif
danfatau nilai pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean impor dan
penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau
jumlah barang vang diberitahukan dalam dokumen
pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian
dengan data, informasi dan dokumen lain terkait,
Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan
laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen
yvang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
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elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan,
Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah sistem komputer yang
digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka
pengawasan dan pelayanan Kepabeanan.
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang
selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah
ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional yang
diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan
negara asal barang.

Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang

selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci

mengenai:

a. proses produksi suatu barang yang
menggunakan bahan non-originating, di mana
bahan neon-originating tersebut telah mengalami
perubahan klasifikass:;

b. barang vang proses produksinya menggunakan
bahan non-onginating yang memenuhi kriteria
kandungan regional atau bilateral sejumlah
nilai tertentu vyang dinyvatakan dalam
persentase;

c. barang wvyang mengalami suatu proses
operasional tertentu; atau

d. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

Negara Anggota adalah negara yvang menandatangani

perjanjian atau kesepakatan internasional dalam

rangka perdagangan barang,

Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi

Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-

masing perjanjian atau kesepakatan internasional

vang disepakati.
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Barang Onginating adalah barang yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-
masing perjanjian atau kesepakatan internasional
vang disepakati.

Bahan Non-Onginating adalah bahan yang berasal
dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak
memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan
masing-masing  perjanjian atau  kesepakatan
internasional yang disepakati.

Barang Non-Originating adalah barang vang berasal
dari luar Negara Anggota atau barang yang tidak
memenuhi Ketentuan Asal Barang sesual masing-
masing perjanjian atau kesepakatan internasional
yvang disepakati.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang
selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap
pabean vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
vang menyatakan bahwa barang wvang akan
memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tanfl
Preferensi.

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang
selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah
instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk
pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang
diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas
barang yang akan diekspor.

Cwverleaf Notes adalah halaman sebalik SKA yang
berisi ketentuan mengenai pengisian SKA dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari SKA.
Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter) yang
selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah
eksportir produsen yang berhak untuk menerbitkan
invoice declaration, di mana eksportir tersebut telah
disertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA yang juga
memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi
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Sertifikasi Mandiri  (Self Certification) yang
selanjutnya disebut Sertifikasi Mandin adalah
skema pernyataan asal barang dalam bentuk tnvoice
vang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat, yang di
dalamnya terdapat pernyataan bahwa barang yang
akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan
Tarif Preferensi.

Invoice Declaration adalah pernyataan dari Eksportir
Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di
dalam invoice dapat diberikan Tarif Preferensi.
ASEAN Single Window vang selanjutnya disingkat
ASW adalah suatu lingkungan (environmenf) di mana
sistem National Single Window dari Negara Anggota
ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan sehingga
mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu
lintas barang antar Negara Anggota ASEAN, untuk
mendorong percepatan proses customs clearance dan
cargo release.

Surat Keterangan Asal Elektronik Ferm D yang
selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D
yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process
Specification and Message Implementation Guideline,
dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota
ASEAN melalui ASW sesual dengan ketentuan
mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi.
Penerbitan fnvoice dari Negara/Pihak Ketiga (Third
Country Invoicing/Third Party Invoicing) vang
selanjutnya disebut Third Country Invoicing, Third
Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh
perusahaan lain yvang berlokasi di negara ketiga
[baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota)
atau yvang berlokasi di negara yang sama dengan
negara tempat diterbitkannya SKA.
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37. Surat Keterangan Asal Back-to-Back (Back-to-Back

38,

39.

40,

41.

Certificate of Origin) atau Movement Cerfificate yvang
selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SEA

yvang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh
Negara Anggota pengekspor pertama.

Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan
laut, tanggal Airnway Bill untuk moda pengangkutan
udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat
untuk moda pengangkutan darat.

Permintaan Retroactive Check adalah permintaan
yvang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada
Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi
mengenai keasalan barang, baik terkait dengan
Kriteria Asal Barang, tata cara pengisian SKA,
dan/atau keabsahan SKA.

Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara penerbit SKA
untuk memperoleh data atau informasi mengenai
validitas keasalan barang.

Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCFPP adalah
Negara Anggota yang berpartisipasi dalam pilot
project kedua sistemn Sertifikasi Mandin skema
ATIGA.

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2
Barang impor dapat dikenakan Taril Preferensi yang
besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
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Pengenaan Taril Preferensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam skema:

b
c.
d

o

ASEAN Trade In Goods Agreement [ATIGA);
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);
Indonesia-Japan Economic Partnership
Agreement (LJEPA);

ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA);
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA);

Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement
(IPFTA);

ASEAN-Japan Comprehensive Econamic
Partnership (AJCEP); dan

Memorandum of Understanding between The
Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The State of Palestine on
Trade  Faclitation for Certmin  Products
Onginating from Palestinian Territones.

Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk
berdasarkan perjanjian atan kesepakatan
internasional.

Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan terhadap:

#.

impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa
Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean ImMpor berupa
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan TPB,
vang pada saat pemasukan barang ke TPB telah
mendapatkan persetujuan untuk menggunakan
Tarif Preferensi;
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impor barang untuk dipakai yang menggunakan

pemberitahuan pabean impor berupa

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB,

yvang pada saat pemasukan barang ke PLB telah

mendapatkan persetujuan untuk menggunakan

Tarif Preferensi; atau

pengeluaran barang hasil produksi  dari

Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:

1. bahan baku dan/atau bahan penolong
berasal dan luar Daerah Pabean;

2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan
Bebas telah mendapat persetujuan
pengeunaan Tarif Preferensi; dan

3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan
Bebas yvang telah memenuhi persyaratan
sebagai pengusaha vang dapat
menggunakan Tarifl Preferensi.

Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 3, harus
memenuhi persyaratan sebagan berikut:

memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan;

melakukan pemasukan bahan baku dan/atau
bahan penolong, dan sekaligus melakukan
pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
memiliki dan menerapkan sistem informasi
persediaan berbasis komputer (IT Inventory)
vang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai secara online dan realtime
dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi;

memiliki akses kepabeanan; dan
menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang jadi dan bluepnnt proses produksi yang
telah mendapat persetujuan dan Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi, pada saat barang
akan dikeluarkan ke TLDDP.

s
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Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Untuk dapat diberikan Tanf Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, barang vang diimpor harus

memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi:

a. kriteria asal barang (origin criteria);

b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan

c. ketentuan preosedural (procedural provisions).

Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan

Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dalam skema:

a. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)
tercantum dalam Lampiran [ huruf A;

b. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
tercantum dalam Lampiran | huruf B;

c. ASEAN-Korea Free Trade Area [AKFTA)
tercantum dalam Lampiran | huruf C;

d. Indonesia-Japan Economic Partnership
Agreement (LJEPA) tercantum dalam Lampiran |
hurul D;

e. ASEAN-India Free Trade Area [AIFTA) tercantum
dalam Lampiran | huruf E;

{. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA) tercantum dalam Lampiran |
huruf F;

g. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement
(IPPTA) tercantum dalam Lampiran | hurufl G;

h. ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP) tercantum dalam
Lampiran | huruf H; dan
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Memorandum of Understanding between The
Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The State of Palestine on
Trade  Facilitation for Certain Products
Originating  from  Palestinian Territories
tercantum dalam Lampiran [ huruf [;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 8

Negara  Anggota  pengekspor kedua  dapat
menerbitkan SKA Back-to-Back berdasarkan SKA
yvang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
pertama.

SKA Back-to-Back sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

SKA Back-to-Back harus berisi informasi yvang
sama dengan SKA yang diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah
barang dan nilai Free-on-Board (FOB);

total jumlah barang yvang tercantum pada SKA
Back-to-Back tidak boleh melebihi jumlah
barang yang tercantum pada SKA yang
diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
pertama,

masa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh
melebihi masa berlaku SKA yang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor pertama; dan
nama eksportir vang tercantum dalam SKA
Back-to-Back harus sama dengan nama Importir
vang ftercantum dalam SKA vang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

Ve
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Dalam hal informasi pada SKA Back-to-Back
diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan
Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan
copy atau pindaian SKA atau hasil cetak e-Form D
dari Negara Anggota pengekspor pertama.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

(3)

(4

Pasal 9
Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau
perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama
dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat
menerbitkan Third Country Invoicing/Third Party
Invoicing.
SKA yang menggunakan Thirel Country
Invoicing/ Third  Party  Invoicing  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. penggunaan Third Country Invoicing/ Third Party
Invoicing harus dicantumkan dalam SKA;
b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga
harus dicantumkan dalam SKA; dan
c. nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam
SKA.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf ¢ tidak berlaku apabila perjanjian
atau  kesepakatan internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mewajibkan
pencantuman penggunaan Third Country
Invoicing/ Third Party Invoicing dan pencantuman
nomor myoiwce pihak ketiga dalam SKA.
Dalam hal invoice dari pithak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ belum diterbitkan,
pada SKA dapat dicantumkan nomor invoice negara

asal barang.
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6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu)
pasal, vakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A
(1) SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat
disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit

SKA kepada Kantor Pabean.

(2) Dalam hal SKA disampaikan secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Importir dikecualikan dari  pemenuhan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a;

b. Penyvelenggara/Pengusaha TPE dikecualikan
dari pemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan
huruf b;

c. Penyelenggara/Pengusaha PLB dikecualikan
dari pemenuhan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dan
huruf b; atau

d. Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (4) huraf d
angka 3 dikecualikan dari pemenuhan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (7) huruf a.

7. Ketentuan ayvat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga
Pasal 11 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir,
Penyelenggara /Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas



(2)

(3)

L

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

huruf d angka 3, yang melakukan importasi dengan

menggunakan skema e-Form D, wajib
mencantumkan:
a. kode fasilitas secara benar sesuai dengan
skema perjanjian atau kesepakatan
internasional yang digunakan; dan
b. nomor dan tanggal e-Form D dengan benar
pada:
Pemberitahuan Impor Barang (PIB];

2. pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB:

3. pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB; atau

4, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan
Bebas dari luar Daerah Pabean,

Dalam hal SKP belum tersedia, ternjadi gangguan,

atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai

meminta hasil cetak atau pindaian e-Form D kepada

Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,

Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di

Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3.

Hasil cetak atau pindaian e-Form D sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada

Petugas Bea dan Cukai dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan
sebagai Kantor Pabean yang memberikan
pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh
empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,
hasil cetak atau pindaian eForm D
disampaikan paling lambat pada pukul 12.00
hari berikutnya; atau
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b. wuntuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan
scbagai Kantor Pabean yang memberikan
pelayanan kepabeanan selama 24 [dua puluh
empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu,
hasil cetak atau pindaian e-Form D
disampaikan paling lambat pada pukul 12.00
hari kerja berikutnya,

terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau

pindaian e-Form D disampaikan.

Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11A
Tata cara impertasi dan penelitian atas penggunaan SKA
yvang disampaikan secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10A dilaksanakan sesuai dengan
tata cara importasi dan peneliian atas penggunaan e-
Form D.

Ketentuan avat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Penelitian terhadap SKA, Inwoice Declaration, atau

e-Form D untuk pengenaan Tanf Preferensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria)
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. pemenuhan kriteria penginman (consignment
criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6;
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c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;

d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi;

e¢. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi;

f. kesesualan antara data pada pemberitahuan
pabean impor dan Dokumen Pelengkap Pabean
Penelitian SKA dengan data pada SKA, Invoice
Declaration, atau e-Form D; dan

g. kesesuaian antara fisik barang dengan uralan
barang yang diberitahukan pada
pemberitahuan pabean impor, SKA, Invoice
Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian SKA, dalam hal
barang impor dilakukan pemeriksaan [fisik.

Dalam hal hasil penelitan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢

menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi

1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor

dimaksud dikenakan tarif bea masuk yvang berlaku
umum (Meost Favoured Nation/ MFN).

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menunjukkan:

a. total jumlah barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor lebih besar darn
jumlah barang yang tercantum dalam SKA,
Invoice Declaration, atau e-Form D, atas
kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan
tarilf bea masuk vang berlaku umum (Most
Favoured Nation/MFN);
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Tarif Preferensi vang diberitahukan berbeda
dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat
Bea dan Cukai menetapkan taril bea masuk
atas barang impor sesuai dengan tarilf bea
masuk vyang tercantum dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai penetapan taril
bea masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional,

spesifikasi barang vang tercantum dalam

pemberitahuan pabean impor berbeda dengan

spesifikasi barang vang tercantum dalam SKA,

Invoice Declaration, atau e-Form D, atas barang

impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif

bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured

Nation/MFN);

ketidaksesuaian antara fisik barang dengan

uraian barang vyang diberitahukan dalam

pemberitahuan pabean impor, SKA, [nuvoice

Declaration, atau e-Form D, dan Dokumen

Pelengkap Pabean Peneliian SKA, atas barang

impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang

berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);
atau

klasifikasi barang vang tercantum dalam SKA,

Invoice Declaration, atau e-Form D, berbeda

dengan klasiikasi barang vang ditetapkan oleh

Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Taril Preferensi adalah
hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

2. peneliian kriteria asal barang (ongin
criteriad) vang terdapat dalam daftar PSR
menggunakan klasifikasi barang hasil
penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
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3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan
terhadap barang impor vang telah
memenuhi  Ketentuan Asal Barang,
sepanjang  klasifikasi barang  vang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
tercantum dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penetapan tarif bea
masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional.

SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D diragukan
keabsahan dan  kebenaran isinya, apabila
berdasarkan hasil penelitian terdapat:

ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat
vang menandatangani SKA atau [nvoice
Declaration danfatau stempel antara SEKA
dengan specimen yang menimbulkan keraguan;

keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
asal barang (onigin cnteria);

keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
pengiriman (consignment critera);

keraguan atas informasi pada SKA Back-fo-
Back;

ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:
1. lembar copy atau pindaian SKA; atau

2. hasil cetak e-Form D,

dari Negara Anggota pengekspor pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
dan/atau

ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA,
Invoice Declaration, e-Ferm D, atau Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian SKA,

Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang,
penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak
membatalkan pengenaan Taril Preferensi atas jenis
barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.
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10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut:

(1]

(2)

(3)

(4

(5)

(&)

Pasal 17

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai vang

ditunjuk dapat melakukan Verification Visit sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau
kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2).

Dalam rangka pelaksanaan Venfication Visi,

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis

dengan mencantumkan informasi yang diminta
kepada:

a. Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan vang diatur
dalam perjanjian atau kesepakatan
internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2);

b. badan yvang berwenang; atau

c. pihak lain yang terkait.

Dalam hal hasil Verfication Visit menunjukkan

bahwa barang vang diimpor tidak memenuhi

Ketentuan Asal Barang atau tidak mencukupi untuk

membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang,

Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindak lanjut

sesual dengan peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan.

Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan

kementerian danfatau lembaga terkait.

Verification Visit tidak dapat dilaksanakan apabila

perjanjian atau kesepakatan internasional tersebut

tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme

Verification Visit.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan  Verification Visit diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal.
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Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, schingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Barang impor vyang berasal dari:

a. Negara Anggota dengan nilai Free-on-Board
(FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua ratus
United States Dollar); atau

b. Wilayah Palestina dengan nilai Ex-works tidak
melebihi US$200.00 (dua ratus United States
Dollar},

dapat diberikan Tarif Prelerensi tanpa harus

melampirkan SKA.

{2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi
tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau
lebih impeortasi lainnva vyang bertujuan untuk
menghindari kewajiban penyerahan SKA.

(3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hanva diberikan terhadap barang
impor yang menggunakan dokumen Pembentahuan
Impor Barang (PIB).

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27A

Surat Keterangan Asal yvang telah diterbitkan sebelum
berlakunya First Proftocol fo Amend the Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade
Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan
Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
Australia-Selandia Baru), tata cara pengenaan tarinya
dilaksanakan sesuai dengan tata cara scbagaimana
tercantum dalam Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New-Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
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13. Lampiran | Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMEK.04 /2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian
atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980 diubah, sehingga
meénjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Benita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesual dengan aslinva
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PMK.04/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA
CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

A. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT (ATIGA)

[. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema ATIGA meliputi:

a.

b‘|

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);
barang vang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau FProduced),
meliputi:
1) General Rules
a) Regional Value Content (RVC) paling sedikit 40%
(empat puluh persen); atau
bl Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan
pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
2)  Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Annex 3 ATIGA, kriteria
asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom 4
daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah
terpenuhi.
3) Akumulasi

2.  Whelly Obtained atau Produced
Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

.

tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman
hidup lain yvang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau
diperoleh di satu Negara Anggota;
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binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,

krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan

dibesarkan di satu Negara Anggota;

produk yvang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara

Anggota,

hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan

peternakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan

vang dilakukan di satu Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai

huruf d, dickstraksi atau diambil dari tanah, perairan,

dasar laut, atau di bawahnya;

hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal

vang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara

tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar

laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial

(misal Zona Ekonomi Eksklusif) Negara Anggota, sepanjang

Negara Anggota memiliki hak wuntuk mengeksploitasi

perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesua

dengan hukum internasional,

hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya

dari laut lepas oleh kapal vang terdaftar di Negara Anggota

dan berbendera Negara Anggota tersebut;

produk vang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan

hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota

dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk

sebagaimana dimaksud pada huruf g;

barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai

fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi

semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk

dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk

tujuan daur ulang;

sisa dan scrap vang berasal dari:

1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau

2) barang bekas wang dikumpulkan di satu Negara
Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok
untuk diambil bahan mentahnya; dan
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barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai huruf j.

3. Not Whelly Obtained atau Produced

a.

Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) vang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai
regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Free-
on-Board (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung
dengan menggunakan metode:

1) Metode Langsung (Direct Method)

E +E:' ,m-ﬁlﬂ + Ksuntungan
Baln Kena I Laineya
H'i.'l:-m Lamgsting

Him FOB

2) Metode Tidak Langsung (indirect Method)

Nilas Blahan, Bagian,
Mlm FOB - ntau Barang Mon-
RVC = gty
Hilni FOB x 1 s
Keterangan:

a) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai Cost, Insurance,
and Freyght (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang
Onginating, atau vyang diproduksi sendin oleh
produsen dalam proses produksi barang;

b) nilai bahan, bagian, atau Barang Non-Originating,
adalah:

(1) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang
Non-Onginating pada saat importasi; atau

{2) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yvang
tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah
Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses
berlangsung.
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biaya tenaga kerja langsung meliputi upah,
remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja
lainnya yang terkait dengan proses produksi;
perhitungan biava overhead langsung harus meliputi,
namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (real
property item] yvang terkait dengan proses produksi
(asuransi, sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai
bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak,
bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk
pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi
(pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang
digunakan dalam produksi barang); utiitas ([energ,
listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung
ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian,
pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan
(moulds dan dies), perkakas dan penyusutannyva,
pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan,
royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau
proses yang dipunakan dalam pembuatan barang atau
hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan
pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan
penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat
didaur wulang dan unsur-unsur biaya dalam
menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar
muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka mmpor
lainnya; dan

nilai FOB adalah nilai Free-on-Board barang, yang
dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku,
biayva produksi, keuntungan, dan biaya lainnya.

Change in Tanff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Onginating dan
seluruh  Bahan Non-Originating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4
(empat) digit pertama HS (pos);
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Product Specific Rules kriteria asal barang dalam kolom 4
daftar PSR terdiri dari:

1

2)

3)

tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1

(satu) kriteria asal barang,

Contoh : 8703.10 (A regional value content of not less
than 40 percent);

alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih

dari 1 [satu) kriteria asal barang yang harus dipilih

salah satu.

Contoh : 8422.19 (A regional value content of not less
than 40 percent; or A change to subheading
8422.19 from any other subheading);

alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tanf vang

memiliki lebih dan satu kriteria asal barang, vang

merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.

Contoh : B422.11 (A regional value content of not less
than 40 percent;, or A change to subheading

8422.11 from any other heading, or A

change to subheading B422.11 from any
other subheading provided that the regional

value content of not less than 35 percent).

Akumulasi

1)

2)

Barang Onginating dari Negara Anggota vang
digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang
jadi di Negara Anggota lain vang memenuhi Ketentuan
Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus
dianggap sebagai Barang Onginating negara tempat di
mana proses produksi barang jadi dilakukan.

Dalam hal akumulasi atau acumulation digunakan,
kolom category code pada e-Form D harus dusi dengan
kode “ACL" atau tanda (¥ ) atau ( X ) harus
dicantumkan pada kotak “"Acumulation” di kolom 13
SKA Form D.

Akumulasi Parsial

1)

Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dan 40%
[empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan
dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai



2)

3)
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kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang
besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).
Dalam hal akumulasi parsial atau partial cumulation
digunakan, kolom category code pada e-Form D harus
diisi dengan kode “PCL" atau tanda ( ¥ ) atau ( X )
harus dicantumkan pada kotak “Partial Cumulation” di
kolom 13 SKA Form D,

Dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial,
atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Tarifl Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan
langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara

Anggota pengimpor,
Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan Kkriteria

1.

pengiriman langsung:

a.

barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota

pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
barang impor dikirim melalui satu atau lebih Negara

Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara

Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota,

dengan syarat sebagai berikut:

1]

2)

3]

transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geogralis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;

barang tersebut tidak diperdagangkan  atau
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment; dan

tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain vang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik.

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau
transshipment di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria

pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai

berikut:
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Through Bill of Lading atau Airway Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya vang diterbitkan di negara
pengekspor yang menunjukkan  keseluruban rute
perjalanan dan negara pengekspor, termasuk kegiatan
transit atau transshipment, sampai ke Daerah Pabean;

SKA Form D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form D di Negara Anggota pengekspor atau Invoice
Declaration;

inpoice dari barang yang bersangkutan; dan

dokumen pendukung vang membuktikan pemenuhan
ketentuan pada butir 2.

IlI. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

.

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA

Form D mehputi:

1] ukuran kertas [1SO A4 warna putih sesuai dengan
bentuk dan format SKA Form D dalam lampiran inj;

2] penandatanganan SKA Form D oleh pemohon/
eksportir;

3) penandatanganan SKA Form D secara manual dan
stempel oleh Instansi Penerbit SKA Form D;

4) penerbitan SKA Form D sebelum, pada saat, atau
sampai dengan paling lambat 3 (tiga) har sejak
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun
tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

5] pemberian tanda | V) atau [ X ) pada kolom 13 kotak
"ISSUED RETROACTIVELY", dalam hal SKA Form D
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

6) dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA Form D,
diterbitkan SKA Form D baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA Form D tersebut.
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Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan e-Form D

meliputa:

1] penerbitan e-Form D sebelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak
melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

2) pada keolom “ecategory code” harus dicantumkan kode
“IRA" dalam hal e-Form D diterbitkan lebih dan 3 (tiga)
hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi;

3] dalam hal terdapat kesalahan pengisian e-Form D,
diterbitkan e-Form D baru dan dilakukan pembatalan
e-Form D sebelumnya.

Penelitian SKA Back-to-Back
Penelitian SKA Form D atau e-Form D Back-to-Back yang
diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA Form D di Negara Anggota

pengekspor kedua, meliputi:

a.

c.

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka la dan 1b di atas;

pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA Form D atau pada
kolom “Value (FOB)" e-Form D Back-to-Back, dalam hal
kriteria asal barang adalah RVC;

tanda | ¥ ) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak "Back-
to-Back CO" di kolom 13 SKA Form D atau dalam hal
e-Form D digunakan, pada kolom “category code® harus
dicantumkan kode Back-to-Back “BCO”".

dalam hal informasi pada SKA Form D atau e-Ferm D Back-
to-Back diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan
Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan copy
atau pindaian SKA Form D atau hasil cetak e-Form D dan
Negara Anggota pengekspor pertama; dan

v e
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apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form D atau hasil cetak e-Form D dari Negara
Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan
mengirimkan Permintaan Retroactive Check kepada Negara
Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota
pengekspor kedua.

Penelitian Third Country Invoicing
Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:

.

nama perusahaan dan negara yang menerbitkan mvoice
pihak ketiga (Third Country Inveice) harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form D atau dalam hal e-Form D
digunakan, maka harus dicantumkan pada kolom *Invoice
Party” dan *Inveice Country”; dan

dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara yvang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tanda
( ¥ ) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak "Third
Country Invoicing” di kelom 13 SKA Form D atau dalam hal
e-Form D digunakan, pada kolom category code harus
dicantumkan kode Third Country Invoicing “TCI".

IV. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1.

Permintaan Retroactive Check
Pelaksanaan Permintaan Refroactive Check dilaksanakan dengan

ketentuan:

.

ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA Form D dengan
melampirkan ecopy atau pindaian SKA Form D atau hasil
cetak e-Form D terkait dan mencantumkan alasan yang
menyebabkan SKA Ferm D atau e-Form D diragukan,
kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check dilakukan
secara acak (randoem) serta permintaan informasi, catatan,
bukti atau data-data pendukung vang diperlukan untuk
membuktikan keasalan barang;
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b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih
dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
Undang-Undang Kepabeanan;

e. dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus
delapan puluh) han sejak tanggal penginman Permintaan
Retroactive Check, SKA tidak valid.

2. Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b) Instansi Penerbit SKA Form D atau e-Form D di
Negara Anggota pengekspor;
¢} instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
d) Importir barang terkait SKA Form D atau e-Form D
yvang akan diverifikasi.
2) pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1)
mencantumkan informasi antara lain:
a)] nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b} rencana tanggal Verification Visit;
¢) rencana ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang vang diverifikasi; dan
d)l nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visii.
3) memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/
produsen.

b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3) tidak dipercleh dalam jangka waktu 30
(iga puluh) harn setelah diterimanya pemberitahuan
tertulis, SKA Form D atau e-Form D dinyatakan ditolak.

¢c. Verification Visit harus dilakukan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
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d. dalam hal barang yang diverifikasi memenuhi Ketentuan
Asal Barang, SKA Form D atau e-Form D dinyatakan
diterima.

e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form D atau e-
Form D dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180
(seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGEKA ATIGA

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarifl Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Form D atau

e-Form D sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form D atau e-Form D
harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau
Kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema ATIGA dan fasilitas
kepabeanan, kode 06 wajib dicantumkan secara benar pada
Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D atau e-Form D harus dicantumkan secara benar
pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB;

c. nomor invoice dicantumkan pada Kolom 15 PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari

TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang

Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur

tersendiri dalam Lampiran [ huruf B Peraturan Menten

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
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4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II
huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Dalam hal SKA ditolak dan/atau Tarif Preferensi tidak diberikan,
direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai vang
menangani penelitian ulang atau audit kepabeanan, Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea
dan Cukai yvang ditunjuk, melakukan:

a. untuk SKA Form D:

1] menginmkan pemberitahuan tertulis kepada Instansi
Penerbit SKA Form D di negara pengekspor disertai
dengan copy atau pindaian SKA Form D yang telah
diberikan tanda ( ¥ ) atau [ X ) serta memuat
pernyataan Tarif Preferensi tidak diberikan berikut
alasannya pada kolom 4;

2) pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal penolakan.

b. untuk e-Form D:

1} mengirimkan pemberitahuan penolakan e-Form D
beserta alasannya secara elektronik melalui ASEAN
Single Window [ASW) kepada Instansi Penerbit SKA e-
Form D dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) harn sejak tanggal penerimaan e-Form [}

2) dalam hal prosedur sebagaimana dimaksud pada
angka 1) tidak tersedia, terjadi gangguan, atau
kegagalan sistem ASW atau SKP, pemberitahuan
dilakukan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA
e-Form D disertai dengan hasil cetak e-Form D yang
memuat pernyataan Tarf Preferensi tidak diberikan
berikut alasannya, dalam jangka waktu tidak melebihi

60 [enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.
t’ il
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2. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operations and
Processes)

.

Pengerjaan vyang dilakukan dianggap sebagai proses

minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam

menentukan apakah suatu Barang Originating Negara

Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:

1] memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

2] memfasilitasi penginman atau pengangkutan; dan

3] |keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk
dijual.

Suatu Barang Onginating dari Negara Anggota yang

diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai

originating Negara Anggota pertama apabila pengerjaan

vang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

3. De Minimis

.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, Bahan Non-Originating yang nilainya tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya,
tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang RVC, nilai Bahan Non-Originating sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.

Dalam hal barang impor memenuhi De Minimis, tanda | V
atau [ X | harus dicantumkan pada kotak “De Miumis® di
kolom 13 SKA Form D atau pada kotak “DMS = De Minimis"

e-Farm D.

4. Perlakuan terhadap pengemas

.

Pengemas untuk penjualan eceran:

1) dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus
ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC
apabila pengemas tersebut dianggap membentuk
keseluruhan barang;
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2] dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan,
pengemas untuk  penjualan eceran, apabila
diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan
barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan
asal barang sepanjang kriteria asal barang yang
digunakan adalah CTC.

Kontainer dan pengemas vang khusus digunakan untuk

tuyjuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk

penentuan keasalan barang.

5. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

A.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang

CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part,

aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi

lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan ornginating suatu
barang apabila:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice
yvang terpisah dengan barangnya; dan

2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan, dan
instruksional atau manual informasi lainnya tersebut
wajar.

Dalam hal suatu barang menggunakan kntena asal barang

RVC, nilai dari aksesoris, spare parl, peralatan, dan

instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya

harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang
masing-masing.
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B. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE
TRADE AREA (ACFTA)

. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema ACFTA meliputi:

a.

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Whelly Obtained atau Produced); atau
barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:
1) General Rules
a) Regional Value Content (RVC) paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang
dihasilkan; atau
b) total nilai Bahan Non-Orginating tidak lebih dari
B60% (enam puluh persen) nilai FOB sepanjang
proses akhir pabrikasi dilakukan di wilayah
Negara Anggota.
2] Kumulasi
3) Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR berdasarkan Attachment B ACFTA, Kriteria asal
barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR
dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.

2. Wholly Obtained atau Produced
Barang-barang vang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,
bunga, sayuran, pchon, rumput laut, jamur, dan tanaman
hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau
diperoleh di satu Negara Anggota;

binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan wvirus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota;
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c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih
lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambut, bulu, semen,
dan kotoran;

d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air,
pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada
huruf a sampai d, diekstraksi, atau diambil dari tanah,
perairan, dasar laut atau bawah laut;

. produk yang diambil dan perairan, dasar laut atau di
bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota,
sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut
tersebut sesuai dengan hukum internasional;

g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut
lepas oleh kapal vang terdaftar di Negara Anggota atau
berbendera Negara Anggota tersebut;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i.  barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya
cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku,
atau untuk tujuan daur ulang, termasuk limbah dan secrap
vang berasal dari proses produksi, pengolahan dan
konsumsi di satu Negara Angpota, atau barang bekas yang
dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya cocok
untuk dijadikan bahan baku; dan

j. barang vang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai i.

3.  Not Wholly Obtained atau Produced

a. Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka ACFTA adalah:
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1) kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilai FOB barang vang dihasilkan;
atau

2) total nilax Bahan Non-Onginating tidak lebih dari 60%
(enam puluh persen) nilai FOB, yang dihitung sebagai
berikout:

Milm Bahan yang tidnk

?Ilnl;m * dapat ditentuknn
keasalnnmya
% 1009e < Ol
Hilai FOB
Sehingga,

RVC =100% - Bahan Non-ACFTA =z 40%

Keterangan:
Nilai Bahan Non-Originating adalah:
a) nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
b) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk bahan vang tidak dapat
ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di
mana pengerjaan atau proses berlangsung.
Kumulasi
Kecuali ditentukan lain, suatu Barang Originating dari
suatu Negara Anggota vang digunakan di wilayah Negara
Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang
memenuhi persyaratan untuk diberikan Taril Preferensi,
harus dianggap sebagai Barang Originating dari negara di
mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk
jadi tersebut dengan nilai RVC tidak kurang dan 40%
(empat puluh persen).
Kriteria asal barang dalam daftar PSR Attachment B ACFTA
terdiri dari:
1) exclusive, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki
1 {satu) kriteria asal barang,
Contoh : 2105.00 (CC)
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2) alternative, vaitu suatu subpos taril yang memiliki
lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus
dipilih salah satu.

Contoh : 1604.11 (RVC (40) or CC)

Il. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarf Prelerensi dapat dibenkan jika barang impor dikirimkan
langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara
Anggota pengimpor.

2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan Kkriteria
pengiriman langsung:

a. barang impor dikirim langsung melalui wilayah Negara

Anggota lain;

b. barang impor dikinm tanpa melalui wilayah selain Negara

Anggota;

¢. barang impor dikirim melalui satu atau lebih negara bukan
anggota ACFTA dengan atau tanpa fransshipmenf, atau
penyimpanan sementara di negara bukan anggota ACFTA
tersebut dengan syarat:

1) transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;

2) barang terscbut tidak diperdagangkan  atau
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment, dan

3] tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang mmpor melalui transit atau
transshipment di satu atau lebih negara bukan anggota
sebagaimana dimaksud pada angka 2.c, kriteria pengiriman
langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading atau Afrway Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor vang menunjukkan  keseluruhan rute

V=
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perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan
transit atau transshipment, sampai ke Daerah Pabean;

b. SKA Form E vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form E di Negara Anggota pengekspor;
invoice dari barang yang bersangkutan; dan

d. dokumen pendukung vang membuktikan pemenuhan
ketentuan pada butir 2c.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form E

meliputi:

a. SKA Form E diterbitkan oleh:

1)

2)

3)

General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine of the People’s Republic of
China (AQSIQ), dalam hal diterbitkan sebelum tanggal
20 Agustus 2018;

General Administration of Customs of the People's
Republic of China (GACC), dalam hal diterbitkan sejak
tanggal 20 Agustus 2018; dan

China Council for the Promotion of International Trade
(CCPIT).

b. ukuran kertas ISO A4 dengan warna:

1)

2)

Beige (Kode warna Pantone: 727c) dalam hal
diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2);
Beige dalam hal diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

c. dalam hal diterbitkan oleh General Administration of
Customs of the People’s Republic of China (GACC), SKA
Form E memiliki tanda pengaman berupa logo General
Administration of Cusioms of the People’s Republic of China
(GACC) sebagai berikut:
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Keterangan:

a) terlihat apabila dikenai sinar lampu ultraviolet (UV);

b) terletak di sudut kanan atas (3 mm dari sisi atas dan
sisi kanan Form): dan

c¢) dimensiukuran 12,5 mm x 12 mm.

bentuk dan format SKA Form E scbagaimana dimaksud

pada huruf a, sesuai dengan bentuk dan format SKA

Form E dalam Lampiran ini;

penandatanganan SKA Form E oleh pemohon/eksportir;

penandatanganan SKA Form E secara manual dan stempel

oleh Instansi Penerbit SKA Form E;

penerbitan SKA Form E sebelum, pada saat, atau sampai

dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal

Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi

jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal

Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

pembenan tanda | v ) atau ([ X ) pada kolom 13 kotak

*ISSUED RETROACTIVELY" dalam hal SKA Form E

diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan

atau Tanggal Eksportasi dan masih dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan

atau Tanggal Eksportasi;

pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form E sesuai

ketentuan Overleaf Noles,

perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam

SKA Form E dilakukan dengan mencoret (sirnking ouf) data

vang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yvang

diperlukan;

beberapa wuraian barang (multiple items|] diperkenankan

untuk dicantumkan dalam SKA Form E yang sama

sepanjang masing-masing jenis barang tersebut diuraikan

deskripsi dan keasalan barangnya. Jumlah jenis barang

yvang tercantum dalam SKA Ferm E tidak boleh melebihi 20

(dua puluh) jenis barang,
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Penelitian Movement Certificate
Penelitian Movement Cerfificale yang diterbitkan oleh instansi

yvang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a.

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal B
Peraturan Menteri ini;

pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka 1 di atas;

pemberian tanda [ ¥ ) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form E
kotak Movement Certificate;

pencantuman nama Instansi Penerbit SKA Form E di negara
pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor
referensi SKA Form E yang diterbitkan Negara Anggota
pengekspor pertama pada kolom 13 atau pada kolom 7 SKA
Form E;

pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggola
pengekspor kedua pada kolom 9 SKA Form E;

khusus untuk China, Movement Certificate harus
diterbitkan oleh Otoritas Pabean, sedangkan Negara
Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form E;

dalam hal informasi pada SKA Form E Movement Certificate
diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta Importir untuk menyerahkan copy atau pindaian
SKA Form E dan Negara Anggota pengekspor pertama; dan
apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form E dari Negara Anggota pengekspor
pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

Penelitian Third Party Invoicing
Penelitian penggunaan Third Party Inveicing meliputi:

a.

nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Party Inveoice) harus dicantumkan pada
kolom 7 SKA Form E;

nomor third party invoice harus dicantumkan pada
kolom 10 SKA Form E;
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dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan, kolom 10
SKA Form E dicantumkan nomor invoice pihak pertama;
dalam hal invoice diterbitkan oleh negara ketiga,
mencantumkan tanda ( v ) atau ( X | pada kotak "Third Party
Invoicing” pada kolom 13 SKA Form E.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check
Permintaan Refroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

.

ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA Form E dengan
melampirkan copy atau pindaian SKA Form E terkait dan
mencantumkan alasan yvang menyebabkan SKA Form E
diragukan, kecuali dalam hal Permintaan Refroactive Check
dilakukan secara acak (random) serta permintaan informasi,
catatan, bukti atau data-data pendukung vang diperlukan
untuk membuktikan keasalan barang;

jawaban atas permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih
dari 90 (sembilan puluh) harn sejak diterimanya Permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
dengan Undang Undang Kepabeanan;

dalam hal jawaban Permintaan Refroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan
Retroactive Check, SKA tidak valid.

2. Verification Visit
Verification Visil dilaksanakan dengan ketentuan:

.

sebelum Verfication Visit dilakukan, Negara Anggota
pengimpor harus memberitahukan kepada Instansi Penerbit
SKA Form E dan instansi pabean di Negara Anggota
pengekspor untuk menyepakati bersama atas rencana
pelaksanaan Verification Visit;

Verification Visit harus dilakukan paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada butir 2.a di atas;
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proses verifikasi, termasuk proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan  Vertfication Visit, harus
dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada
Instansi Penerbit SKA Form E dan/atau instansi pabean di
negara pengekspor paling lama dalam jangka waktu 180
(seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman
Permintaan Retroactive Check;

dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check atau
Verification Visit tidak diterima dalam jangka wakiu
sebagaimana dimaksud pada butir 1.b, butir 2.b, dan butir
2.c, maka SKA Form E dinvatakan ditolak dan Tarif
Preferensi tidak dapat diberikan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGKA ACFTA

L.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode
Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA Form E sebagai
berikut:

a.

dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54,
nomor referensi dan tanggal SKA Form E wajib dicantumkan
pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 54 wajib dicantumkan pada kolom 33
PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran I hurul B Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
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Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impeor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran [ huruf B Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional,

Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II
huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.04 /2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional,

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1

Proses dan pengerjaan minimal

Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses

minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan

apakah suatu barang Originating Negara Anggota. Proses
minimal tersebut adalah proses yvang bertujuan untuk:

a. memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

b. memifasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

c. keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi
dalam industri elektronik) atau penyajian barang untuk
dijual.

Perlakuan terhadap kemasan

a. Dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, di mana
kemasan diperlakukan terpisah dari produknya, maka
keasalan kemasan harus ditetapkan terpisah dari
barangnya.

b. Dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan, kemasan harus
dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan
bagian dari kemasan vang ditujukan untuk pengangkutan
atau penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai Barang
Non-Originating saat penentuan asal barang secara

keseluruhan.

.
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Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau
manual informasi yang disertakan dengan barang harus
diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang
aksesoris, spare parts, peralatan, dan manual informasi tersebut
diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.

Asas Timbal Balik (Resiprositas) dalam Rangka ACFTA

Dalam rangka ACFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas)
sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari
negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya
dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan taril bea masuk dalam rangka ASEAN-
China Free Trade Area (ACFTA).



VIl. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM E YANG DITERBITKAN OLEH
GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION
AND QUARANTINE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (AQSIQ)
DAN GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA (GACC)
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C. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE
TRADE AREA [AKFTA)

1. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema AKFTA meliputi:

a.

barang vang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);
barang yvang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi
1) General Rules
a) Regional Value Content (RVC) paling sedikit 40%
{empat puluh persen) dan nilai FOB; atau
b) Change in Tanff Heading (CTH), yaitu perubahan
pada 4 (empat) digit pertama pada HS (pos).
2) Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Appendix 2 AKFTA,
maka  kriteria asal barang harus ditetapkan
berdasarkan kolom Orngin Conferring Criteria daftar
PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
3} Perlakuan wuntuk Barang Tertentu (Treatment for
Certain Goods)
4)  Akumulasi

2.  Wholly Obtained atau Produced
Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

a.

tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen,
dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;

binatang hidup, lahir, dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air,
pengumpulan atau penangkapan, vang dilakukan di satu
Negara Anggota;
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mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk

pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari

tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;

hasil penangkapan ikan di laut vang diambil oleh kapal

vang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara

tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar

laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial

Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota

memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut

dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum

internasional,;

hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya

dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota

dan berbendera Negara Anggota tersebut;

produk vang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan

hasil laut (factory ship) yang terdafltar di Negara Anggota

dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk

scbagaimana dimaksud pada huruf g;

barang vang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh

satu Negara Anggota;

barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai

fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau

dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk

dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan

baku, atau untuk tujuan daur ulang;

sisa dan secrap yang berasal dari:

1} proses produksi di satu Negara Anggota; atau

2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara
Angeota, vang hanva cocok untuk dijadikan bahan
baku; dan

barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara

Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada

huruf a sampai huruf k.

Not Whelly Obtained atau Produced

a.

Regional Valie Content (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai

.
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regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB
barang vang dihasilkan, vyang dihitung dengan
menggunakan metode:

1) Metode Build-Up

VOM
RVC = ——— x 100%
FOB

2) Metode Build-Doumn

FOB - VINM
RVC = x 100%
FOB

Keterangan:

a) VOM (Value of Onginating Materiall merupakan nilai
Bahan Onginating, vang meliputi nilai Bahan
Orginating, biaya tenaga kerja langsung, biaya
overhead langsung, biaya transportasi, dan
keuntungan.

b) VNM (Value of Non-Originating Material)l merupakan
nilai Bahan Nen-Originating, yang meliputi:

(1) mnilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau
barang; atau
(2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (earliest
ascertain price paid] untuk bahan, bagian atau
barang vang tidak dapat ditentukan keasalannya
di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan
atau pengolahan dilakukan.
Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Orniginating dan
seluruh  Bahan — Non-Originating  tersebut  mengalami
perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat)
digit pertama HS [pos):
Kriteria asal barang dalam kolom 4 Daftar PSR terdiri dar:
1) tunggal, yaitu suatu subpos tanf hanya memiliki 1 (satu)
kriteria asal barang.
Contoh : 2006.00 (RVC435)
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2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yvang memiliki lebih
dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah
satu.

Contch : 2008.93 (CC or RVC40);

3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih
dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi
seluruhnva.

Contoh : 1517.10 [CC provided that it has RVC 40);
dan

4] alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos taril yang
memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatifl dan kombinasi,
Contoh : 6101.20 (CC prownded that the good 15 both cut

and sewn in the territory of any Party, or
RVC40).

Perlakuan untuk Barang Tertentu (Treatment for Certain

Goods)

Produk tertentu dianggap onginating walaupun proses

produksi dilakukan di luar wilayah Korea Selatan dan negara-

negara ASEAN (Contoh: Kaesong Industnal Complex yang
berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku diekspor dani

Negara Anggota dan selanjutnya Negara Anggota tersebut

mengimpor kembali. Penerapan ketentuan ini, termasuk

daftar produk dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan
dilakukan berdasarkan persetujuan Negara-Negara Anggota,

Akumulasi

Kecuali diatur lain, Barang Onginating dan suatu Negara

Angpgota yvang digunakan di wilayah Negara Angpota lain

sebagai bahan baku suatu produk jadi, dianggap sebagai

Barang Originating negara tempat di mana proses produksi

barang jadi dilakukan.

1. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1.

Tarif Preferensi dapat diberitkan apabila barang memenuhi
kriteria pengiriman langsung dan barang dikirim langsung dari
wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota
pengimpor.,
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Barang vang dikirim melalui satu atau lebih wilayah negara
perantara, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara
Anggota pengimpor, wajib dianggap sebagai pengiriman
langsung, dengan ketentuan:

a. transit dan/atau transshipment barang dimaksud semata-
mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan
khusus terkait persyaratan pengangkutan,

b. barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di
negara fujuan transit dan/atau transshipment; dan

c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan
tindakan lain yvang diperlukan untuk menjaga agar barang
tetap dalam kondisi baik.

Dalam hal penginman barang impor melalui transit atau

transshipment di negara selain Negara Anggota pengekspor dan

Negara Anggota pengimpor, kriteria pengiriman langsung wajib

dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading/Ainvay Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota
pengekspor  vang menunjukkan  keseluruhan  rute
perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk
kegiatan transit atau transshipment, sampai ke Daerah
Pabean;

b. SKA Form AK vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form AK di Negara Anggota pengekspor,
invoice dari barang tersebut; dan

d. dokumen pendukung, apabila ada, yang membuktikan
pemenuhan ketentuan butir 2.

I1l. KETENTUAN PROSEDURAL

1.

Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form AK

meliputi:

a. ukuran kertas A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA
Form AK dalam lampiran ini;

b. pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa
jenis barang pada satu SKA Form AK. Lembar lanjutan SKA
Form AK sesuai format pada Lampiran ini;
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penandatanganan SKA Form AK oleh pemohon /eksportir;
penandatanganan SKA Form AK baik secara manual
maupun elektronik dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA
Form AK;

penerbitan SKA Form AK scbelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi
Jjangka waktu 1 (satu) tahun sgjak Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi;

pengisian kolom FOB untuk kriteria asal barang Regional
Value Content [RVC);

pemberian tanda/stempel/tulisan “ISSUED RETROACTIVELY"
dalam hal SKA Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari
kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AK sesuai
dengan ketentuan di Overleafl Notes;

dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA Form AK maka
diterbitkan SKA Form AK baru atau perbaikan atas
kesalahan SKA Form AK tersebut.

Penelitian SKA Back-to-Back
Penelitian SKA Form AK Back-to-Back vang diterbitkan oleh
Instansi Penerbit SKA Form AK di Negara Anggota pengekspor

kedua meliputi:

H.

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka 1 di atas;

pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA Form AK Back-to- Back
dalam hal kriteria asal barang barang adalah RVC;
pemberian tanda ( V) atau | X ) pada kolom 13 SKA Form AK
kotak *Back-to-Back CO”;

dalam hal informasi pada SKA Form AK Back to Back
diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta Importir untuk menyerahkan copy atau pindaian
SKA Form AK dari Negara Anggota pengekspor pertama;
dan
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f. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form AK dari Negara Anggota pengekspor
pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

3. Penelitian Third Country Invoicing

a, Nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Country Inveice] harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form AK.

b. Dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara yang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannva SKA Form
AK, tanda { ¥ ) atau { X ) harus dicantumkan pada kotak
*Third Country Inveicing” pada kolom 13 SKA Form AK.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaaan Retroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan Refroactive Check harus melampirkan copy atau
pindaian SKA Form AK terkait dan mencantumkan alasan
yang menyebabkan SKA Form AK diragukan, kecuali dalam
hal Permintaan Retroactive Check dilakukan secara acak
(randorm), serta permintaan informasi, catatan, bukti atau
data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan
keasalan barang;

b. keseluruhan proses retroactive check  termasuk
pemberitahuan kepada Instansi Penerbit SKA Form AK di
Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima
atau ditolaknya SKA Form AK harus diselesaikan dalam
waktu 6 [enam) bulan sejak dikinmkannya Permintaan
Retroactive Check;

¢. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sejak diterimanya Permintaan Retroactive Check;

{ .
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d. Permintaan Retroactive Check dalam rangka AKFTA hanya
ditujukan kepada Korea Customs Service, dengan alamat:

Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,
Daejeon, Korea 302-701

Tel : +82 42 481 3221-7

Fax : +82 42 481 7791

Email : ta@customs. go.kr
verificationf@customs.go.kr

e.  Website untuk melakukan pengecekan SKA Form AK yaitu:
- http:/ /cert.korcham.net/search /index.htm
- http:/ fwww.customs.go.kr
2. Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
a) eksportir dan/produsen yang akan dikunjungi;
b) Instansi Penerbit SKA Form AK di Negara Anggota
pengekspor;
¢} instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
d) Importir barang terkait SKA Form AK yang akan
diverifikasi.
2] pemberitahuan tertulis pada hurufl a angka 1) dengan
mencantumkan informasi antara lain:
a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b} rencana tanggal pelaksanaan Vernfication Visit,
¢} rencana ruang lingkup Verification Visit, termasuk
keterangan lain vang mendukung penjelasan atas
barang vang akan diverifikasi; dan
d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit.
3) memperoleh persetujuan tertulis dan eksportr/
produsen.

(.
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b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA
Farm AK dinyatakan ditolak;

c. Instansi Penerbit SKA Form AK yang menenma
pemberitahuan Verification Visit dapat menunda permintaan
Verification Visit dengan memberitahukan kepada Negara
Anggota pengimpor dalam jangka waktu 15 (lima belas) hani
sejak diterimanya pemberitahuan. Verification Visit harus
dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu
yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait
menyetujui;

d. dalam hal atas barang terkait dinvatakan memenuhi

ketentuan asal barang, SKA Form AK dinyatakan diterima;
e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form AK dilakukan

dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang

dihitung sejak hari pertama Verification Visit dilakukan;

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGKA AKFTA

2

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AK

sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanyva menggunakan skema AKFTA, kode 55,
nomor referensi, dan tanggal SKA Ferm AK, wajb
dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 55 wajib dicantumkan pada kolom 33
PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AK
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
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2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Taril Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran 1l
huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Pengerjaan vyang Tidak Diperhitungkan (Nen Qualifying

Operation)

a. Suatu Barang Originating di wilayah suatu Negara Anggota,
tidak dapat dianggap Originating dalam hal dilakukan
proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi,
proses tersebut yaitu:

1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;

2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan
kemasan;

3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan
debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;

4) proses pengecatan dan pemolesan;

5) pengupasan, pemucatan total maupun parsial,
pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras;

6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;

7)  pengupasan, pengerasan, atau penghilangan
cangkang;

8] peruncingan, penggilingan atau pemotongan
sederhana;
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9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian,
penggolongan, pencocokan;

10) pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper,
kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

11) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan
tanda pembeda lainnya pada produk atau
kemasannyva;

12) pencampuran produk secara sederhana, baik dan jenis
yang berbeda maupun tidak;

13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi
atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;

14) uji dan kalibrasi sederhana;

15) penyembelihan hewan.

Catatan:

a) Istilah “sederhana” secara umum menggambarkan
suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian
khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan vyang
diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas
tersebut.

b} Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk
reaksi kimia, Reaksi kimia berarti suatu proses
(termasuk proses biockimia) vang menghasilkan suatu
molekul dengan  struktur baru  dengan cara
memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk
ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah
susunan spasial atom dalam suatu molekul.

cj Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan
cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti
pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman,
pengeringan  atau  pengasapan untuk tujuan
pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan
pengangkutan.

Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya

mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a.
f &
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Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Noen Qualifying

Operation) untuk Tekstil dan Produk Tekstl

Barang yang berasal dari HS Bab 50 sampai dengan Bab 63

tidak dapat dianggap Ongmating dari suatu Negara Anggota jika

proses di bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, di

mana Kriteria asal barang RVC dan CTC dipenuhi atau tidak

dipenuhi, yaitu:

a. proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan
atau pressing, pencucian atau pencucian kering, proses
pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut;

b. pemotongan panjang atau lebar dan pengeliman,
penyulaman atau overlocking kain yang telah teridentifikasi
penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu;

¢. menghias dan/atau menggabungkan bagian aksesoris,
seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin atau lubang
tali, dengan cara menjahit, looping, mengaitkan atau
melekatkan;

d. pengelantangan, waterproofing, decating,  shrinking,
mercerizing, atau proses yang sama hanya untuk tujuan
proses akhir; atau

e. penyulaman yvang dilakukan kurang dari 5% (lima persen)
dari total area barang sulaman atau penyulaman vang
dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total berat
barang sulaman.

De Minimis

a. Suatu barang vang tidak mengalami perubahan klasifikasi
pos tarif harus dianggap eriginating dalam hal:

1) untuk barang selain vang diatur dalam HS Bab 50
sampai Bab 63, nilai semua Bahan Non-Originating
yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami
perubahan klasifikasi pos tarif yvang dipersyaratkan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB
barang;
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2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai
Bab 63, berat semua Bahan Non-Originating vang
digunakan dalam produksi vang tidak mengalami
perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat
barang.

b. Nilai Bahan Non-Originating sebagaimana dimaksud pada
angka 1) harus dimasukkan dalam komponen Bahan Non-
Originating untuk keperluan perhitungan RVC barang.

Perlakuan terhadap kemasan

a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung
sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas
tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.

b. Dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan,
pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang vang digunakan adalah CTC.

c. Kontainer dan pengemas vang khusus digunakan untuk
tujuan  pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

Aksesoris, Spare Part, dan Perlengkapan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau

manual informasi vang disertakan dengan barang harus

diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang
aksesoris, spare parts, peralatan, dan manual informasi tersebut
diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanvya.

Elemen Netral (Neutral Elements)

Untuk menentukan keasalan suatu barang, tidak perlu

menentukan barang-barang di bawah ini, yang digunakan untuk

proses produksi dan tidak tergabung dengan barang:

a. bahan bakar dan energ;

b. tools, dies dan moulds;

c. spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan
peralatan dan gedung;
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pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang
digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk
mengoperasikan peralatan dan gedung;

sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan
perlengkapan dan peralatan keamanan;

perlengkapan, perangkat dan peralatan vang digunakan
untuk menguji atau memeriksa barang; dan

barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi
digunakan pada produksi barang tersebut, yang cukup
dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.

Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

&l

Untuk tujuan penentuan keasalan barang, ketika barang
diproduksi menggunakan bahan baku originating dan non-
originating, tercampur atau dikombinasikan secara fisik,
keasalan suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan
prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen
persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
Dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah
diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang
tahun fiskal.

Asas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA
Dalam rangka AKFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas)
schingga atas importasi beberapa jenis barang yvang berasal dari

negara Korea Selatan diberlakukan tarif resiprositas yang
besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran
tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menten

Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).
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D. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (ILJEPA)

I. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang dalam rangka skema [JEPA meliputi:

1.

barang vang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

barang yvang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh
bahan bakunya menggunakan Bahan Ongmating Negara
Anggota (Produced Exclusively); atau

barang yang memenuhi Product Specific Rules (PSR)
sebagaimana diatur dalam Annex 2 [JEPA, termasuk
persyaratan lainnya vang diatur dalam Ketentuan Asal
Barang, saat barang vang diproduksi seluruhnya di Negara
Anggota, menggunakan Bahan Nen-Onginating.

Wholly Obtained atau Produced
Barang-barang vang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

a.

binatang hidup yvang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

hewan  hasil perburuan, pemasangan  perangkap,
pemancingan, pengumpulan atau penangkapan vang
dilakukan di satu Negara Anggota;

barang vang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;

tanaman dan produk tanaman, vang dipanen, dipetik, atau
dikumpulkan di satu Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam
hurufl a sampai huruf d, vang diekstraksi atau diambil di
satu Negara Anggota;

hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain vang
diambil cleh kapal vang terdaftar di Negara Anggota darn
laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
produk yvang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory
ship) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah
Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud
dalam huruf f;
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barang yvang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di
bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota,
dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak
cksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah
dasar laut tersebut;

barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang
tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat
dikembalikan kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan
hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan
kembali bagian atau bahan bakunya;

sisa dan scrap vang berasal dan proses produksi atau
pengolahan atau konsumsi di satu Negara Anggota dan
hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali
bahan bakunya;

bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di
satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi
sesuai fungsi semula atau tdak dapat dikembalikan
kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan

barang vang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai huruf k.

Produced Exclusively

Barang yang diproduksi di Negara Anggota vang seluruh bahan
bakunva menggunakan Bahan Originating Negara Anggota.
Product Spectfic Rules

PSR scbagaimana diatur dalam Annex 2 yang mensyaratkan

bahwa barang vang mengalami perubahan klasifikasi (Change in
Tariff Classification/CTC) atau suatu pabrikasi atau operasional
tertentu diwajibkan hanya untuk Bahan Non-Originating.

Kriteria asal barang yang tercantum dalam Product Specific Rules
(PSR) mehiputi:

Qualifying Value Content (QVC) untuk barang-barang yang
diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

QVC = (FOB-VNM)/FOB x 100%
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Keterangan:

a) OQVC adalah besaran qualifying value content suatu
barang yang dinvatakan dalam persentase;

b) FOB adalah nilai Free-on-Board suatu barang yang
dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat
mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan,
pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat
barang diekspor; dan

c) VNM adalah milai value of non-ongmating matenal,
yaitu bahan baku yang berasal dan luar Negara
Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.

b. Change in Tariff Classification (CTC) sebagaimana tercantum
dalam daftar PSR meliputi Change in Chapter (CC), Change in
Tariff Heading (CTH) dan Change in Tariff Sub Heading (CTSH);

c. pabrikasi atau operasional tertentu (Specific Manufacturing
or Processing Operation) yang diterapkan pada Bahan Non-
Originating sebagaimana diatur dalam daftar PSR.

Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

a. tungegal, vaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu)
kriteria asal barang.

Contoh + 9605.00 (CC);

b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari
1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40);

¢. kombinasi, yaitu suatu subpos taril vang memiliki lebih dari
1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh 1 2309.10 (CC prowided there is QVC40);

d. alternatil dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang
memiliki lebih dan 1 (satu) kriternia asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang
harus dipilih salah satu.

Contoh : 3004.10 (CTH except from heading 30.03;
QVC40; or No required CTC provided that non-
originating materials used undergo a chemical
reaction, purification, isomer separation or
Biotechnological processes in a Party).
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II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang melalui satu atau lebih negara selain

Negara Anggota, barang tetap dianggap memenuhi kriteria
pengiriman, dan wajib dibuktikan dengan dokumen:

1.
2.

Through Bill of Lading/ Ainway Bill: atau

dokumen atau informasi lainnyva vang diberikan oleh otoritas
pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa
barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan
kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang di negara selain
Negara Anggota.

[Ml. KETENTUAN PROSEDURAL

1.

Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat

Keterangan Asal.

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form

JIEPA meliputi:

a. kertas ukuran 1SO A4 sesuai dengan bentuk dan format
SKA Form JIEPA dalam lampiran ini;

b. penandatanganan SKA Farm JIEPA oleh
pemohon / eksportir;

c. penandatanganan SKA Form JIEPA dan stempel oleh
Instansi Penerbit SKA Form JIEPA sesuai dengan spesimen
dan dicantumkan secara manual atau dicetak (printed);

d. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS 2002 harus
dicantumkan dalam SKA Form JIEPA dan deskripsi barang
dalam SKA Form JIEPA harus secara substansial sama
dengan  deskripsi dalam  inwoice dan, apabila
memungkinkan, sama dengan deksripsi dalam HS untuk
barang tersebut;

e. penerbitan SKA Form JIEPA sebelum Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi atau tidak lebith dan 3 (tiga] han
sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

f. pemberian cap atau tulisan "ISSUED RETROACTIVELY"
pada kolom 8 SKA Form JIEPA dalam hal SKA Form JIEPA
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari namun tidak lebih dari 12
[dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau

Tanggal Eksportasi;



- 78 -

SKA “ISSUED RETROACTIVELY' harus mencantumkan
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form JIEPA
sesuai Overleaf Notes;

koreksi berupa penghapusan, penambahan dan/atau
perubahan lainnya pada 8SKA Form JIEPA tidak
diperbolehkan;

satu SKA Form JIEPA dapat memiliki dua atau lebih invoice
sepanjang dikirimkan dalam satu pengiriman.

Penehitian SKA Back-to-Back
Back-to-Back SKA tidak berlaku untuk skema IJEPA.
Penelitian Third Parly Inveicing

Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi:

a.

nomor dan tanggal invoice pihak ketiga (Third Parfy Invoice)
vang digunakan untuk importasi ke Indonesia dicantumkan
pada kolom 7 SKA Form JIEPA;

nomor dan tanggal tnvoice vang diterbitkan oleh eksportir
dicantumkan pada kolom 7 SKA Form JIEPA dalam hal
nomor inveice pihak ketiga belum diketahui pada saat
penerbitan SKA Form JIEPA; dan

dalam hal inveoice pihak ketiga diterbitkan di negara yvang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form
JIEPA, nama dan alamat perusahaan yvang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Parfy Invoice] dicantumkan pada
kolom 8 SKA Form JIEPA.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
Permintaan Retroactive Check
Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dalam rangka

perjanjian LJEPA dilaksanakan dengan ketentuan:

1.

melampirkan copy atau pindaian SKA Form JIEPA terkait
dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA Form
JIEPA diragukan, kecuali dalam hal Permintaan Retroactive
Check dilakukan secara acak (random) disertai dengan
permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yvang diperlukan untuk membuktikan keasalan
barang;
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ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA Form JIEPA
dan/atau Ministry of Economy, Trade and Indusiry selaku
competent governmental authority dan harus dikirim melalui
Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Permintaan
Retroactive Check dikirimkan dengan metode pengiriman
yvang memiliki konfirmasi penerimaan;

komunikasi langsung antara otoritas yvang berwenang di
negara pengekspor dan otoritas pabean di negara pengimpor
dapat dilakukan menggunakan faksimile atau surat elektronik
dan dilakukan secara bersamaan dengan Permintaan
Retroactive Check vang telah dikirim pada butir a;

jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak
tanggal konfirmasi penerimaan;

apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi
Penerbit SKA Form JIEPA, sesuai dengan peraturan yang
berlaku di negaranya, harus memberikan informasi yang
diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat)
bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi
tambahan;

dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check yang
diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran
data wyang tercantum dalam SKA Form JIEPA dan
keabsahan SKA Form JIEPA, SKA Form JIEPA ditolak dan
Tarif Preferensi tidak diberikan;

Retroactive Check dalam rangka IJEPA dilakukan melalui:

Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24

Jakarta 10350
Tel ¢ +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3192-5460
+52-21 315-7T156
Email : ijepa-2008070 li@eoj. ntt.net.id
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Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan dalam hal
eksportir bukan merupakan produsen dari barang vyang
diekspor. Dokumen vang diminta adalah:

a.

pernyataan eksportir kepada Ministry of Economy, Trade
and Industry of Japan yang dibuat berdasarkan informasi
dari produsen barang; atau

pemberitahuan yvang disediakan oleh produsen barang
kepada Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan
berdasarkan permintaan dari eksportir berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku di negara pengekspor.

Verification Visit

.

Dalam hal hasil Permintaan Retroactive Check dianggap

tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan

Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai dapat

mengajukan permintaan melalui Kedutaan Besar Jepang

yvang ada di Indonesia untuk:

1) mengumpulkan dan menvediakan informasi terkait
keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi
proses produksi di lokasi eksportir atau produsen
barang terkait; dan

2] menyediakan informasi terkait keasalan barang yang
dimiliki oleh Instansi Penerbit SKA Form JIEPA pada
saat atau setelah dilakukan Verification Visit.

Permintaan Verification Visit disampaikan secara tertulis
melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka
waktu paling lambat 40 (empat puluh) han sebelum
rencana tanggal Verification Visif. Kedutaan Besar Jepang
meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau
produsen yvang lokasinva akan dikunjungi.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus

memuat informasi:

1) identitas Kantor Pabean tempat pemasukan barang
impor skema LJEPA yang akan diverifikasiz

2}  eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi;

3) rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification
Visit;
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4) tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi khusus terkait barang yvang akan diverifikasi;
dan

5) nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau
pejabat pemerintah lainnya yang memiliki keahlian
yvang diperlukan dalam pelaksanaan Verification Visit.

Jawaban atas permintaan Verification Visit harus diterima

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal Kedutaan Besar Jepang menerima
permintaan Verification Visit.

Dalam hal Verification Visit dilaksanakan, Direktur Jenderal

harus menerima informasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 1) dan angka 2) dari Ministry of Economy,

Trade and Industry of Japan dalam jangka waktu paling

lambat 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka

waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan

Verification Visit.

Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea

dan Cukai yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan

untuk melakukan Venfication Visit sclama perode
dilakukannya Permintaan Retroactive Check atau tanpa
didahului Permintaan Retroactive Check.

Dalam hal jawaban atas permintaan Verification Visil atau

permintaan informasi terkait keasalan barang tidak

diterima dalam jangka waktu vang diatur dan/atau tidak
lengkap, SKA Form JIEPA dinyatakan ditolak dan tarif
preferensi tidak diberikan.

Hasil keputusan pemeriksaan keasalan barang vang dilakukan
melalui  prosedur Permintaan Retroactive Check dan/atau
Verification Visit harus disampaikan secara tertulis disertai
dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada
Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan melalui

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
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V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM

RANGEKA LJEPA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tuyjuan pengenaan Tanf Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib
diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA
Form JIEPA sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA, kode 56,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form JIEPA, wajib
dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema |JEPA dan fasilitas
kepabeanan, kode 56 wajib dicantumkan pada kolom 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form
JIEPA wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen
Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengsian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLE diatur
tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran 11
hurufl C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

V1. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1.  Akumulasi
a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang,
Bahan Orginating dari Negara Anggota vang digunakan
sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di
Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan Orginafing
Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
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b. Dalam perhitungan Qualifying Value Content, untuk
menentukan nilai bahan baku Non-Originating yang
digunakan dalam produksi barang jadi, nilai vyang
diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku Non-
Originating yang digunakan dalam produksi barang jadi
tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan Kriteria asal barang

CTC, Bahan ~Non-Onginating yang boleh tidak mengalami

perubahan klasifikasi adalah:

a. untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan
Bab 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi
10% (sepuluh persen) dari FOB;

b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya
tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.

Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau

perubahan melalui  proses tertentu  (specific  process)

sebagaimana diatur dalam Annex 2 IJEPA, jika hanya mengalami
proses sebagai benkut:

a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik
selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya
pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan
proses sejenis lainnya;

b. perubahan pengemas, pembongkaran,dan penyusunannya
kembali;

€. penguraian;
pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan
komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagail suatu
barang  jadi sesual Ketentuan Umum = Untuk
Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a);

f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf .

[ »
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4. Barang Belum Dirakit atau Terurai

a.

Dalam hal barang memenuhi kriteria asal barang,
Akumulasi, De Minimis, Proses vang Tidak Memenuhi
Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara
Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi
diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai
KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap scbagai
Barang Onginating Negara Anggota tempat barang tersebut
berasal.

Suatu barang vang dirakit di satu Negara Anggota dari
barang vang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan
diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai
KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang Originating
dari Negara Anggota tersebut sepanjang memenuhi kriteria
asal barang, Akumulasi, De Minimis, Proses yang Tidak
Memenuhi Kualifikasi, yang masing-masing Bahan Non-
Originating di antara barang yvang belum dirakit atau terurai
diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam
bentuk belum dirakit atau terurai.

5. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

el

Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal bahan
baku identik dan dapat dipertukarkan Onginating dan Non-
Originating tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan
digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan
bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode
manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi
yvang berlaku di Negara Anggota tersebut.

Dalam hal bahan baku identik dan dapat dipertukarkan
Originating dan  Non-Orginafing tercampur dalam
penyimpanan /persediaan dan sebelum eksportasi tidak
mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara
Anggota di mana barang tersebut tercampur selain bongkar,
muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang,
keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan
metode manajemen persediaan berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
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6. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan.

Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Onginating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana vang telah ditentukan
dalam PSR, aksesoris, spare parts, atau peralatan yang
dikirimkan bersama dengan barang jadi vang merupakan
aksesoris, spare part, atau peralatan standar dari barang
tersebut harus diabaikan, sepanjang:

1) aksesoris, spare parts atau peralatan tidak dalam tnvoice
yang terpisah dengan barangnya; tanpa
mempertimbangkan apakah aksesoris, spare part, atau
peralatan tersebut dirinci terpisah dalam inveice-nya; dan

2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, atau peralatan
tersebut umum disajikan bersama barangnya.

Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang

QVC, maka nilai aksesoris, spare part, atau peralatan harus

diperhitungkan berdasarkan keasalannya.

7. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran

Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Onginating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan
eceran vang diklasifikasikan dengan barang sesuai
KUMHS 5, harus diabaikan.

Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang
QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk
penjualan  eceran harus diperhitungkan berdasarkan
keasalannva.

8. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman

Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Originating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman,
harus diabaikan.
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Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang
QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk
pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan
barang dan dianggap sebagai Bahan Originating Negara
Anggota vang memproduksi barang jadi.
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E. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE

AREA (AIFTA)

. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema AIFTA meliputi:

a.

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced),
barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:
1) General Rules
a)] Regonal Value Content [RVC) paling sedikit 35%
(tiga puluh lima persen) dari nilai FOB barang
yvang dihasilkan; dan
b} Bahan Non-Originating atau Barang Non-
Originating vang digunakan mengalami perubahan
6 (enam) digit pertama pada HS atau change in
tariff sub-heading (CTSH), sepanjang proses akhir
pabrikasi berada di Negara Anggota pengekspor.
2) Kumulasi
3] Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Appendix B AIFTA,
maka kriteria asal barang harus ditetapkan
berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1)
telah terpenuhi.

2.  Wholly Obtained atau Produced
Barang-barang vang dikategorikan sebagai Whoelly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

a.

tanaman dan produk tanaman, termasuk produk
kehutanan, buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput
laut, jamur, dan tanaman hidup lain yvang tumbuh dan
dipanen di satu Negara Anggota;

binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan,
krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota;
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produk yang diperoleh dari binatang hidup vang dimaksud
pada hurul b yvang belum diproses lebih lanjut termasuk
susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran
binatang;

hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan vyang
dilakukan di satu Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, selain hurufl a sampai
huruf d, dickstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di
bawahnyva di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan
ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas
cksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya
berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982;
hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

produk vang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, tdak
dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat
dikembalikan kepada [ungsi semula atau tidak dapat
diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan
sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai huruf i.

Regional Value Content { RVC)

RVC dalam rangka AIFTA atau disebut AIFTA content dapat
dihitung dengan rumus:
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1) Metode Langsung { Direct Method)

Banym Buiva

z;l;n ¥ Tmliga + Tm?ﬂ-“ ¥ H.“:m + Keunfungan
" g bahan Lairmya
il x 1009 5%
Harga FOB
Atau:

2) Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Milai Bahan Baku yang
+ Tidak Dapat Ditentukan
Keasalannya

Hilmi Bahan Baku
Mon-AlFTA

® 1002 < 65%
Hargn FOB

Keterangan:

Nilai Bahan Non-Originating adalah:

a) nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA
pada saat importasi bahan tersebut pada saat
importasi;

b) harga pasti yvang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yang tidak
dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara
Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

b. Metode penghitungan kandungan AIFTA tercantum dalam

Appendix A AIFTA.

Bahan  Non-Onginafing atau Barang Non-Originating yang
mengalami perubahan & (enam) digit pertama pada HS atau
change in tariff sub-heading (CTSH), sepanjang proses akhir
manufaktur produksi berada di Negara Anggota pengekspor.
Product Specific Rules

Sampai saat ini skema AIFTA tidak memiliki barang dalam
daftar PSR.
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Kumulasi

Suatu Barang originating di wilayah suatu Negara Anggota, vang
digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku
produk jadi yvang dapat dikenakan Tarif Preferensi, harus
dianggap originating negara di mana proses pengerjaan produk
jadi dilakukan, kecuali ditentukan lain.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1.

Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan
langsung dan wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara
Anggota pengimpor.

Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria

pengiriman langsung:

a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota
pengekspor ke Negara Anggota pengimpor;

b. barang impor dikirim langsung tanpa melewati wilayah
selain Negara Anggota; atau

c. barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara
Anggota, dengan syarat sebagai berikut:

1) transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geogralis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;

2) barang tersebut tidak  diperdagangkan  atau
dikonsumsi di negara tuuan transit dan/atau
transshipment; dan

3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain vang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik.

Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain

Negara Anggota AIFTA, kriteria pengiriman langsung, dan wajib

dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading/Airway Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya yvang diterbitkan di Negara Anggota
pengekspor yvang menunjukkan  keseluruhan | rute
perjalanan dan Negara Anggota pengekspor, termasuk
kegiatan transit atau fransshipment, sampai ke Daerah
Pabean;
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SKA Form Al vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form Al di Negara Anggota pengekspor;

invoice dari barang vang bersangkutan; dan

jika ada, dokumen pendukung vyang membuktikan
pemenuhan ketentuan pada butir 2 huruf c.

M. KETENTUAN PROSEDURAL
Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form Al

1.

meliputi:

.

ukuran kertas IS0 A4 warna putih sesuai bentuk dan
format SKA Form Al;

penandatanganan SKA Form Al oleh pemohon /eksportir;
penandatanganan SKA Form Al dan stempel oleh Instansi
Penerbit SKA Form Al

penerbitan SKA Form Al pada tanggal ekportasi atau sampai
dengan paling lambat 3 ([tiga) han kerja sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

pencantuman kata-kata “ISSUED RETROACTIVELY® pada
SKA Form Al dalam hal SKA Form Al diterbitkan lebih dari 3
(tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi tetapi tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas
bulan) sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka
diterbitkan SKA Form Al baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA tersebut,

Penelitian SKA Back-to-Back
Penelitian SKA Form Al Back-lo-Back vang diterbitkan oleh
instansi vang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua

meliputi pemenuhan:

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;
pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama
pada kolom 11, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA
Form Al vang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
pertama pada kolom 7;
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¢. pemberian tanda (V) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form Al
kotak “Back-to-Back CO";

d. dalam hal informasi pada SKA Back-to-Back diragukan atau
tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta
Importir untuk menverahkan copy atau pindaian SKA dari
Negara Anggota pengekspor pertama; dan

e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama,
maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

Penelitian Third Country Inveicing

a. Nama perusahaan dan negara vang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Country Invoice] harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form Al;

b. Dalam hal inveice pihak ketiga diterbitkan di negara yang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA Ferm Al,
tanda ( ¥ ) atau | X ) harus dicantumkan pada kotak * Third
Country Inveicing” pada kolom 13 SKA Form Al

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1.

Permintaan Retroactive Check

Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA Form Al dengan
melampirkan copy atau hasil pindaian SKA Form Al terkait
dan menyatakan alasan wyang menyebabkan SKA Form Al
diragukan kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara acak (random) dan disertai dengan
permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan

barang;
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b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarifl bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
Undang-Undang Kepabeanan;

¢. keseluruhan  proses  Retroactive Check  termasuk
pemberitahuan kepada Instansi Penerbit S8KA Form Al di
Negara Angpota pengekspor tentang penetapan diterima
atau ditolaknya SKA Form Al harus diselesaikan dalam
waktu 6 (enam) bulan sejak dikinmkannya Permintaan
Retroactive Check.

2.  Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara Anggota pengimpor harus:

1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

b) Instansi Penerbit SKA Form Al di Negara Anggota
pengekspor;

c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor atau
instansi lain yang berwenang;

d) Importir barang terkait SKA Form Al yang akan
diverifikasi.

2] pemberitahuan tertulis pada angka 1] mencantumkan
informasi antara lain:

a) mnama instansi pabean atau instansi lain yang
berwenang yang mengirimkan pemberitahuan;

b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjung;

¢] rencana tanggal Verfication Visit;

d) rencana ruang lingkup/tujuan Verification Visit,
termasuk referensi atas barang yang akan
diverifikasi; dan

e¢) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Vistt.

3) memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang
akan dikunjungi;
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4) dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam
huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
pemberitahuan permintaan Verification Visit, Tarif
Preferensi tidak dapat diberikan;
5) Instansi Penerbit SKA Form Al yang menerima
pemberitahuan dapat menunda permintaan Verification
Visit dan memberitahukan negara importir dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya pemberitahuan permintaan
Verification Visit. Verification Visift harus dilakukan
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam
jangka waktu yang lebih lama dalam hal Negara
Anggota terkait menyetujui.
dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi
Ketentuan Asal Barang, SKA Form Al dinyatakan diterima;
keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan
kepada Instansi Penerbit SKA Form Al, dan
produsen/eksportir;
dalam hal atas barang terkait dinyatakan Nen-Onginating,
produsen/eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberntahuan
keputusan sebagaimana dimaksud pada hurufl ¢ untuk
memberikan klarifikasi;
dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai Non-
Originating, penetapan tersebut diberitahukan kembali
kepada Instansi Penerbit SKA Form Al dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya klarifikasi dari produsen /eksportir;
penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form Al dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 6 {(enam) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya izin tertulis sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 3).
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V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGKA AIFTA

1

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Form Al

sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form Al wajib
dicantumkan pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 57 wajib dicantumkan pada Kolom 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form Al
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen
Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas
Impor PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dan

TPB diatur tersendin dalam Lampiran I huruf B Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang

Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur

tersendiri dalam Lampiran Il huruf B Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran [I

hurul C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017

tentang Tata Cara Pengenaan Taril Bea Masuk atas Barang

Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1.

Proses dan Pengerjaan Minimal (Minimal Operation)

a. Suatu barang tidak dapat dianggap Originating di satu
Negara Anggota vang melakukan salah satu atau kombinasi
proses di bawah ini, yaitu:



2]

3

4]

S|

6)

7

8)
9)

10)
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proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan
(seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam
air  asin, ventilasi, pencbaran, pendinginan,
pengegaraman, sulfur dicksida, dan larutan cair lainnyal;
pengerjaan sederhana seperti penghilangan debu,
pemilahan, penvaringan, penvortiran, pengklasifikasian,
pencocokan  (termasuk penyusunan set  barang),
pencucian, pengecatan, pemotongan,

perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan
kemasan;

pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan
ulang atau pegemasan dalam botol, termos, tas, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan, dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya
pada produk atau kemasannya;

pencampuran sederhana produk-produk, baik yang
sejenis maupun tidak, di mana satu atau lebih
komponen campuran tersebut tidak memenuhi
ketentuan untuk dianggap sebagai Barang Originating;
perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk
untuk membentuk produk utuh;

penguraian;

penyembelihan vang berarti menghilangkan nyawa
binatang;

pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya
tanpa mengubah karakter barang.

Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar
Appendix C dari Perjanjian AIFTA, suatu barang tidak dapat
dianggap Orginating Negara Anggota hanya karena telah

melalui proses pengolahan sebagai berikut:

1)

proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika,
pembersthan atau dry cleaning, atau proses
pengemasan atau kombinasi di antaranya;
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2) pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu dan
pengeliman, penjahitan atau penggabungan kain vang
telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk
penggunaan komersial tertentu;

3d) merapikan danfatau menggabungkan  dengan
menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali,
pita, mote, benang, cincin, dan eyelets;

4) satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain
atau bahan tekstil lainnva seperti pemucatan,
pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi,
atau proses semacam itu; atau

5) pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.

Perlakuan terhadap pengemas

Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yvang digunakan adalah CTC.

Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung
sechagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas
tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

Aksesoris, Spare Parts, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau

Informasi lainnya

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/

instruksi atau informasi lainnya vang disajikan bersamaan
dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan
keasalan suatu barang sepanjang aksesoris, spare parts,

peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut:

b.

sesuai dengan praktik standar di pasaran domestik negara
pengekspor; dan

diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat
penetapan bea masuk oleh negara pengimpor.
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Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan kriteria
asal barang RVC, nilai aksesoris, spare parts, peralatan, dan
manual instruksi atau manual informasi lainnya harus dihitung
sebagai komponen bahan/ barang dalam RVC.
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ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

L

KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA meliputi:

1.

£l

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
menggunakan Bahan Originating yang berasal dari satu
atau lebih Negara Anggota lain (Produced Exclusively);
barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
vaitu barang vang memenuhi Product Specific Rules (PSR)
sebagaimana diatur dalam Annex 2 AANZFTA, vang dapat
meliputi Regional Value Content [RVC), Change in Tariff
Classification [CTC), Specific Process, atau kombinasi dari
kriteria-Kkriteria tersebut.

Whelly Obtained or Produced
Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:

tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman
hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan
di satu Negara Anggota;

binatang hidup yvang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota,

produk vang diperoleh dari hinatang hidup di satu Negara
Anggota;

hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan
di satu Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya
di satu Negara Anggota;

hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
yvang diambil dar laut lepas, sesual hukum internasional,
menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara
Anggota dan berbendera negara tersebut;
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g. produk vang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut
(factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota dan
berbendera Negara Angpgota, berasal dari barang-barang
sebagaimana tersebut pada huruf [;

h. barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau
seseorang dari satu Negara Anggota, dari dasar laut atau di
bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan
dengan landas kontinen Negara tesebut, di luar wilayah dari
pihak  ketiga vang memiliki kewenangan untuk
mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;

i. barang yang merupakan:

1} limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu
Negara Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan
bahan baku; atau

2) barang bekas pakai vang dikumpulkan di satu Negara
Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan
baku; dan

j- barang vang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Angpota, hanya berasal dari bahan baku sebapgaimana
huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.

Produced Exclusively

Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya

menggunakan Bahan Originating yang berasal dari 1 (satu) atau

lebih Negara Anggota lain.

Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal

barang dalam rangka AANZFTA adalah kandungan nilai regional

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan FOB barang vang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Langsung (Direct Method)

Biaya -
Binym : y
Bahan = . Bayn _ & . Bmyn
Buku Te_nu_!:n Overkead Keuntungan ¢ ey
AARZFTA Rega

= 1009
Hurgn FOB
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Atau:

b.

Metode Tidak Langsung (Indirect/ Build-Douwn Method)

FOB - Nilai Bahan Non-Originating
X 100%

Harga FOB

Keterangan:

b

d}

Biaya Bahan Baku AANZFTA adalah nilai Bahan
Originating, bagian atau barang vang diperoleh atau di
produksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi
barang;

Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan biaya
kesejahteraan karyawan lainnya;

Biaya Overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk
proses produksi;

Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat
pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya
untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya
transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan,
penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;
FOB adalah nilai Free-on-Board barang; dan

Nilai dari Bahan Non-Originating adalah nilai CIF pada saat
importasi atau harga terawal yang dibayarkan (earliest
ascertain price paid) untuk seluruh Bahan Non-Ongmating,
bagian, atau barang vang diperoleh oleh produsen untuk
produksi barang. Bahan Non-Originating termasuk bahan
yvang asalnyva tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan
vang di produksi sendiri (self produced).

Change in Tariff Classification (CTC), yvaitu perubahan pada digit
HS, meliputi perubahan pada bab (2 [dua) digit pertama pada
HS), pos (4 (empat) digit pertama pada HS), atau subpos (6
(enam) digit pertama pada HS).

Specific Process, yvaitu aturan vang merinci bahwa suatu barang

harus mengalami suatu proses operasional tertentu.



II.

- 107 -

Kriteria asal barang dalam daftar PSR Annex 2 AANZFTA terdiri

dari:

a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu)
kriteria asal barang.

Contoh 1 5205.11 (CTH)

b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif vang memiliki lebih dari
1 (satu) kriteria asal barang vang harus dipilih salah satu.
Contoh  : 2401.10 ((RVC (40) or €C))

c. kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yvang memiliki lebih dari
1 (satu) kriteria asal barang vang harus dipenuhi
seluruhnya.

Contoh : 8708.21 ({RVC (40) + CTSH))

d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang
memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.

Contoh : B422.11 ((RVC(40) or CTH or RVC(35) +
CTSH))

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau

transshipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung

dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1.

Through Bill of Lading/ Airway Bill atau dokumen pengangkutan
lainnya yvang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang
menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota
pengekspor, termasuk kegiatan transit atau transshipment,
sampai ke Daerah Pabean;

SKA Form AANZ vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA
Form AANZ di Negara Anggota pengekspor;

Invoice dan barang vang bersangkutan; dan

dokumen pendukung vang membuktikan pemenuhan ketentuan
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

M. KETENTUAN PROSEDURAL

Ketentuan Penerbitan SKA Form AANZ
Peneliian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form
AANZ meliputi:
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bentuk dan format SKA Form AANZ sesual dengan
Lampiran Peraturan Menteri ini;

dalam hal SKA Form AANZ lebih dari 1 [satu) lembar, maka
dapat digunakan SKA Form AANZ atau lembar lanjutan;
bentuk dan format lembar lanjutan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, sesual dengan bentuk dan format lembar
lanjutan dalam lampiran Peraturan Menteri ini;
penandatanganan 3SKA Form AANZ dan stempel oleh
Instansi Penerbit SKA Form AANZ. Tanda tangan dan
stempel dapat dicantumkan secara elektronik;

penerbitan SKA sedekat mungkin dengan Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak lebih
dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi;

pemberian tanda ( ¥V ) atau ( X ) pada kolom 13 kotak
“ISSUED RETROACTIVELY" dalam hal SKA Form AANZ
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, namun tdak
melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AANZ sesuai
Overleaf Notes;

perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam
SKA Form AANZ dilakukan dengan mencoret (striking ouf)
pada data yang salah dan membuat perbaikan atau
pembetulan yang diperlukan;

tanda/tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY" pada SKA
pengganti dimuat di kolom 12,

Penelitian SKA Back-to-Back
Penelitian SKA Form AANZ Back-fo-Back yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua

meliputi:

.

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

pemberian tanda [ V ) atau ( X ) pada kolom 13 SKA Form
AANZ kotak “Back-to-Back Certificate of Ongin"; dan
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pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA Form AANZ *Back-to-
Back™;

3. Penelitian Third-Party Invoice
Penelitian penggunaan Third-Party Invoice meliputi:

nama perusahaan dan negara vang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Party Invoice) harus dicantumkan pada
Kolom 7 SKA Form AANZ;

dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara yvang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form
AANZ, tanda ( ¥ ) atau [ X ) harus dicantumkan pada kotak
"Subject of Third-party Invoice” pada kolom 13 SKA Form
AANZ,

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check
Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

.

Permintaan Retroactive Check harus melampirkan copy SKA
Form AANZ atau pindaian SKA Form AANZ terkait dan
menyatakan alasan yang menyebabkan SKA diragukan dan
disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau
data-data pendukung vang diperlukan untuk membuktikan
keasalan barang;

Instansi Penerbit SKA Form AANZ yang menerima
Permintaan Retroactive Check harus segera memberikan
jawaban atas permintaan tersebut dengan disertai data dan
informasi vang diminta dalam jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Permintaan
Retroactive Check;

Dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check yang
diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang atau keabsahan SKA Form AANZ,
SKA Form AANZ ditolak sechingga Taril Preferensi tidak
diberikan;
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Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya SKA Form
AANZ dalam jangka wakiu paling lama 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak diterimanya informasi yang diperlukan
secara lengkap, dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
dengan Undang Undang Kepabeanan.

Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

al.

mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan

Verification Visit paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal Verification Visit vang direncanakan;

permintaan tertulis pada huruf a dikiimkan kepada

Instansi Penerbit SKA Form AANZ di Negara Anggota

pengekspor. Dalam hal Instansi Penerbit SKA Form AANZ

bukan instansi Pemerintah, permintaan tersebut

diberitahukan kepada instansi kepabeanan Negara Anggota

pengekspor;

permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi

paling sedikit berupa:

1) nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;

2) nama eksportir/produsen vang akan dikunjungi;

3) tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;

4) rencana tanggal dan tempat dilakukannya Verification
Visit;

5) rencana sasaran dan ruang lingkup Verification Visit,
termasuk referensi atas barang vang diverifikasi; dan

6) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit,

dalam hal persetuyjuan tertulis wuntuk melakukan

Verification Visit tidak diperoleh dalam jangka waktu 30

(dga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan untuk

melakukan Verification Visit, Tarif Preferensi ditolak/tidak

dapat diberikan;

penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form AANZ

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 ([seratus

lima puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan tertulis

Verification Visit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[ w
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V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
RANGKA AANZFTA

1.

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor

referensi dan tanggal SKA Form AANZ sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanva menggunakan skema AANZFTA,
kode 58, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AANZ
dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 33 PIB
sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form AANZ
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan fFasilitas Impor PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari

TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf B Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada Pemberntahuan Pabean Pemasukan Barang

Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dan PLB diatur

tersendiri dalam Lampiran [I huruf B Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarifl Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran [l

huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

V1. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1.

Kumulasi

Barang Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai
bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain
vang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif
Preferensi, harus dianpggap sebagai barang Originating negara
tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

(o
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Proses Minimal

Proses atau pengerjaan, berikut ini dianggap sebagal minimal
dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah
suatu barang Orngmnating Negara Anggota. Proses Minimal
tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

.

proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada
industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan
atau penjualan;

proses sederhana terdiri dari pemilahan, pengklasifikasian,
pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan,
pengaitan (coiling), dan pencopotan (uncotling), dan proses
sejenis lainnya;

penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada
produk atau kemasannya;

pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yvang
secara material tidak mengubah karakter barang.

De Minumis

il

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, nilai bahan baku Non-Originating vang tidak
wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:

1) untuk barang selain dan Bab 50 sampail dengan Bab
63 Harmonized System, bahan baku Non-Orginating
vang nilainya tidak melebithi 10% (sepuluh persen) nilai
FOB barang jadinya;

2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63
Harmonized System, bahan baku Non-Orginating yang
beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat
barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal

barang RVC maka nilai bahan baku Non-Orginating

sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap

diperhitungkan.
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4. Perlakuan Terhadap Pengemas

.

Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan
suatu barang tdak diperhitungkan dalam menentukan
keasalan suatu barang.

Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarifl dengan barangnva, tdak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut
diperhitungkan sebagai Originating maupun Non-Originating
dalam penghitungan RVC.,

5. Aksesoris, Spare Part, dan Peralatan

Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris,
spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap
sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat
diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan
baku Non-Orgmnating yang digunakan dalam proses
produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif
sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang
tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya; dan

2) jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, peralatan dan
petunjuk/manual atau mnformasi lainnya merupakan
sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria origin RVC,

nilai aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual

atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang
harus turut diperhitungkan sebagai Originating maupun

Non-COniginating dalam perhitungan RVC.

Ketentuan huruf a dan hurufl b tidak berlaku dalam hal

aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau

informasi lainnya vang disajikan bersama barang sengaja
disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang
dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.

[ =
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VIl. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AANZ

ORIGINAL
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OVERLEAF WOTES
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G. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-PAKISTAN
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA)

I.  KRITERIA ASAL BARANG

1.

Kriteria asal barang dalam rangka IPPTA meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Angpgota (Wholly Obtained atau Produced);

b. barang yvang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:

1} Not Wholly Obtained atau Produced,
2) Kumulasi; atau
3)  Product Specific Criteria.

Whally Obtained atau Produced

Barang-barang vang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau
dikumpulkan di satu Negara Anggota;

b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

c. produk vang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud dalam huruf b di atas;

d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
pertanian, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau
penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah,
perairan, dasar laut, atau di bawahnya di satu Negara
Anggota;

f. produk vang diambil dari perairan, dasar laut, atau di
bawah dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota,
dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak
untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut
tersebut sesuai dengan hukum internasional;

[ -
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hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnva
dari laut lepas oleh kapal vang terdaftar di Negara Anggota
atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara
Anggota tersebut;

produk vang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara
Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam
huruf g di atas;

barang yang dikumpulkan di satu Negara Angpota dan
barang yang tidak dapat berfungsi sesual fungsi semula
atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun
diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atau
dimanfaatkan kembali bahan bakunya atau untuk tujuan
daur ulang;

barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf 1 di atas.

Not Wholly Obtained atau Produced
Total nilai Bahan Non-Originating tidak lebih dari 60% (enam
puluh persen) nilai FOB vang diproduksi atau diperoleh

scpanjang proses akhir dari pengolahan barang tersebut
dilakukan di wilayah Negara Anggota pengekspor, vang dihitung
dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Bahan Baku

Nilai Bahan Baku
« Yang Asalnya Tidak

e Dapat Ditentukan
X 10086 < 60R0
Nilui FOB

Keterangan:
Nilai Bahan Non-Originating adalah:
a) nilai CIF pada saat importasi bahan baku atau pembuktian

importasi; atau
b} harga pasti vang pertama dibayarkan untuk bahan baku

vang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara
Anggota di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.

[ -
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4. Kumulasi
Barang yang memenuhi kriteria asal barang untuk memperoleh
Tarif Preferensi dan digunakan di wilayah Negara Anggota
sebagai bahan baku untuk barang jadi yang berhak mendapat
Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang Orginating di
wilayah Negara Anggota di mana proses pengerjaan atau
produksi barang jadi dilakukan, sepanjang kandungan IPPTA
pada barang jadi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

3.  Product Specific Criteria
Barang vang memenuhi Product Specific Rules (PSR} yang
terdapat dalam Afiachment B IPPTA, harus dianggap sebagai
Barang Onginating dan berhak mendapat Tarnf Preferensi.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau transshipment di
1 (satu) atau lebih negara bukan anggota mengikuti ketentuan
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form IP

meliputi:

a. ukuran kertas |30 A4 sesuail dengan format SKA Form IP
pada lampiran ini;

b. penandatanganan SKA Form [P oleh pemohon /eksportir;
penandatanganan SKA Form IP dan stempel oleh Instansi
Penerbit SKA Form [P,

d. SKA Form [P diterbitkan sebelum atau pada saat atau
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

¢. pemberian tanda “/SSUED RETROSPECTIVELY" pada
kolom 11 SKA Form IP dalam hal SKA Form IP diterbitkan
lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak lebih dari 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi;

f.  pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form IP sesuai
dengan Overleaf Notes;

.
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g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam
SKA Form IP dilakukan dengan mencoret (striking ouf) pada
data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan
vang diperlukan;

h. tanda/tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY' pada SKA
pengganti dimuat di kolom 13.

2. SKA Back-to-Back tidak berlaku untuk skema IPPTA.
3.  Third Country Invoicing/ Third Party Invoicing tidak berlaku untuk
skema [PPTA.

PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. melampirkan copy atau hasil pindalan SKA Form IP terkait
dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA Form [P
diragukan kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara acak (random) dan disertai dengan
permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan
barang;

b. jawaban atas Permintaan Refroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah
diterimanya Permintaan Retroactive Check.

2. Vertfication Visit
Mekanisme Verification Visit idak diatur dalam skema IPPTA.

KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGEKA IPPTA
1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarf Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajb
diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA
Form IP sebagai berikut:
a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, kode 59,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form [P, wajib
dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

[ =
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b. dalam hal PIB menggunakan skema IPPTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 59 wajib dicantumkan pada kolom 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form [P
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari

TPE diatur tersendinn dalam Lampiran Il huruf B Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang

Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur

tersendiri dalam Lampiran I[I huruf B Peraturan Menten

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II

huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

V. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1.

Proses dan Pengerjaan Minimal

Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau

dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses

minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan Onginating

barang, vaitu:

a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik
untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;

b. perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan
kemasan;

c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida,
minyak, cat, atau pelapisan lainnya;

d. pengecatan dan pemolesan sederhana;

e. kalibrasi atau tes sederhana;

{. pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya,
pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;
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penajaman, penggillingan, pengirnsan atau pemotongan
sederhanas

pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda
pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
pencampuran produk secara sederhana, baik yvang sejenis
maupun tidak:

perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk
suatu produk jadi.

Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas

a,

Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai
pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran
harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi,
dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagai pembentuk
keseluruhan barang jadi.

Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan,
kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan
untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan
Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan buku petunjuk

atau informasi lainnya vang disertakan bersama dengan barang
utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan
barang, sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan buku

petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan
dikenakan bea masuk berdasarkan barang utama di Nepara

Anggota pengimpor.
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VIL.
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OVERLEAF MOTES
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H. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN
COMFPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP)

[. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema AJCEP meliputi:

a. barang vang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di |
(satu) Negara Anggota (Whoelly Obtained atau Produced);

b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
1 ([satu) Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau
Produced), meliputi:

1) General Rules
a) Regional Value Content [RVC] tidak kurang dari
40% (empat puluh persen); atau
b) seluruh Bahan Non-Originating yang digunakan
mengalami perubahan 4 [empat) digit pertama
pada HS atau change in tariff heading (CTH).
2)  Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2 AJCEP,
kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan
daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah
terpenuhi; atau
3) barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan Bahan Onginafing yvang berasal
dari satu atau lebih Negara Anggota lain.
2. Whoelly Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Whelly Obtamned atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman vyaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-
buahan, bunga, sayur-sayuran, pohon-pohonan, rumput
laut, jamur, dan tanaman hidup lain,dan preduk tanaman,
yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di
satu Negara Anggota;

b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan wirus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota,;

[ =
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produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;

hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
pengumpulan atau penangkapan vang dilakukan di satu
Negara Anggota,

mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah,
perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu
Negara Anggota,

barang vang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah
dasar laut di luar wilayah perairan teritorial Negara
Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar
laut sesuai dengan hukum internasional;

hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal vang terdaftar di Negara Anggota
di luar wilayah laut Negara Anggota;

produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota,
hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
barang yvang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula atau tidak dapat dikembalikan kepada
fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang
atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

sisa dan scrap yang dihasilkan dari proses produksi atau
pengolahan termasuk pertambangan, pertanian,
konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan
pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara
Anggota dan hanya cocok wuntuk dibuang atau
dimanfaatkan kembali bahan bakunya; dan

barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara
Anggota dengan menggunakan bahan atau barang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf j.
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3. Not Wholly Obtained atau Produced
Regional Value Content (RVC)
RVC dihitung dengan menggunakan metode:

a.

FOB - VNM
G - b 1 0R

FOR
Keterangan:
a) FOB adalah nilai Free-on-Board suatu barang

b}

termasuk biaya pengangkutan dan produsen ke
pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar
negeri;

RVC adalah besaran regional value content suatu
barang vang dinyatakan dalam persentase; dan

VNM adalah nilai value of non-onginating material,
vaitu bahan baku yang berasal dari luar Negara
Anggota yvang digunakan dalam pembuatan barang.

Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan
seluruh Bahan Nen-Ornginating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang vaitu perubahan pada 4
lempat) digit pertama HS [pos).

Product Specific Rules kriteria asal barang dalam daftar PSR
terdiri dari:

1)

2]

tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos

tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : Chapter : live animals (CC);

alternatif, yvaitu suatu subpos tarif yvang memiliki lebih

dari 1 (satu) kriteria asal barang vang harus dipilih

salah satu.

Contoh : 2208.30 : Whiskies (RVC 40% or CTH
except from heading 22.07).
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KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau

transhipment di satu atau lebih Negara Anggota selain Negara

Anggota pengekspor atau Negara Anggota pengimpor atau selain

Negara Anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan

dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau Ainvay Bill, atau

2. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas
pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa
barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan
kegiatan lainnyva untuk menjaga kualitas barang baik di Negara

Anggota atau selain Negara Anggota.

KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form AJ

meliputi:

il.

ukuran kertas [SO A4 sesual dengan bentuk dan format
SKA Form AJ dalam lampiran ini;

penandatanganan SKA Form AJ oleh pemohon/eksportir
secara manual atau dicetak (printed), pada box 11 untuk
SKA Form AJ vang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN
atau box 10 untuk SKA Form AJ vang diterbitkan Jepang;
penandatanganan SKA Form AJ secara manual atau dicetak
(printed) dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA Form AJ;
penerbitan SKA Form AJ sebelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi
jangka waktu 12 [dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

pemberian tanda | ¥ ) atau { X ) pada kolom 13 kotak
"ISSUED RETROACTIVELY" untuk SKA Form AJ vang
diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk
SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Jepang, apabila SKA
diterbitkan lebih dari 3 (tiga] har, namun tidak melebihi
12 (dua belas] bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi;
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. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka
diterbitkan SKA Form AJ  baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA tersebut;

g. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS harus
dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA
harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam
inveice dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi
dalam HS untuk barang tersebut;

h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AJ sesuai
Overleaf Notes;

i dalam 1 (satu) SKA Form AJ dapat terdin dari dua atau
lebih invoice, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu)
pengiriman / pengapalan;

j.  beberapa wuraian barang (multiple items) diperkenankan
untuk dicantumkan dalam SKA Form AJ yang sama
sepanjang masing-masing uraian barang tersebut diuraikan
deskripsi dan keasalan barangnva.

Penelitian SKA Back-to-Back

Penelitian SKA Form AJ vang diterbitkan oleh Instansi Penerbit

SKA Form AJ di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka 1 di atas;

¢. tanda (V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak ~Back-
to-Back COF di kolom 13 SKA Form AJ vang diterbitkan oleh
negara anggota ASEAN;

d. dalam hal informasi pada SKA Form AJ diragukan atau
tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta
Importir untuk menyerahkan eopy atau pindaian SKA Form
AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan

e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form AJ dari Negara Anggota pengekspor
pertama, maka Pejabat Bea dan Cukal akan menginmkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.
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Penelitian Third Country Invoicing
Penelitian pengpunaan Third Country Invoicing meliputi:
SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN:

a.

1)

2]

3)

4

nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) harus
dicantumkan pada Kolom 7 SKA Form AJ;
pencantuman nomor dan tanggal invoice pihak ketiga
(Third Country Invoice) pada kolom 10 SKA Form AJ;
dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan maka
pada kolom 10 SKA Form AJ dicantumkan nomor dan
tanggal invoice pihak pertama, dan pada kolom 7 SKA
Form AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan
yvang akan menerbitkan meoice pihak ketiga (Third
Country Invoice); dan

dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara
vang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya
SKA Ferm AJ, tanda ( V) atau [ X ) harus dicantumkan
pada kotak "Third Country Invoicing” di kolom 13 SKA
Form AJ.

SKA Form AJ yang diterbitkan Jepang:

1)

2]

3]

4

nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Country Invoice] harus
dicantumkan pada Kolom 9 SKA Form AJ;
pencantuman nomor dan tanggal invoice pihak ketiga
(Third Country Inveice) pada kolom 8 SKA Form AJ;
dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan maka
pada Kolom 8 SKA Form AJ dicantumkan nomor dan
tanggal invoice pihak pertama, dan pada kolom 9 SKA
Form AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan
vang akan menerbitkan nvoice pihak ketiga (Third
Country Invoice); dan

dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara
vang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya
SKA Form AJ, tanda ( V) atau [ X ) harus dicantumkan
pada kotak "Third Country Invoicing” di kolom 9@ SKA
Form AJ.



- 131 -

IV. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
Permintaan Retroactive Check
Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

1.

.

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Permintaan
Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA Form AJ,
dengan melampirkan copy atau pindaian SKA Form AJ
terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA
Form AJ diragukan serta permintaan informasi, data atau
catatan untuk pembuktian, kecuali dalam hal Permintaan
Retroactive Check dilakukan secara acak (random);

dikirim melalui Focal Point masing-masing Negara Anggota
dengan metode pengiriman vyvang memiliki konfirmasi
penerimaan;

komunikasi langsung antara otoritas vang berwenang di
negara pengekspor dan otoritas pabean di negara
pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau
surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan
Permintaan Retroactive Check yang telah dikirim pada
butir a.

jawaban atas Permintaan Refroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
tanggal konfirmasi penerimaan Permintaan Retroactive
Check;

apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi
Penerbit SKA Form AJ, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di negaranya, harus memberikan informasi yang
diminta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
setelah tanggal diterimanya permintaan informasi
tambahan;

dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check yang
diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran
data yvang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA
ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
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Focal Point untuk Negara Anggota ASEAN adalah masing-
masing [ssuing Authority sesuai dengan daftar specimen,
sedangkan Focal Point untuk Jepang adalah:
1} Ministry of Economy, Trade and Industry

Origin Certification Policy Office

Trade Control Policy Division

Trade and Economic Cooperation Bureau

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901

Japan

Tel : +81-3-3501-0539

Fax : +81-3-3501-5896

Email : gensanti-syoumei @meti.go.jp

2) Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24, Jakarta 10350

Tel © +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3102-5460
+62-21 315-7156
Email : ijepa-20080701@eoj.ntt.net.id

2. Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

A,

meminta Negara Anggota pengekspor untuk mengumpulkan
dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan
melakukan kunjungan ke fasilitas yang digunakan dalam
proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang
terkait;

meminta Negara Anggota pengekspor selama kunjungan
sebagaimana dimaksud huruf a menvediakan informasi
terkait keasalan barang yvang dimiliki oleh Instansi Penerbit
SKA Form AJ;

paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal
kunjungan yang diusulkan, harus mengirimkan permintaan
tertulis kepada Instansi Penerbit SKA Form AJ di Negara
Anggota pengekspor;
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permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c

harus mencantumkan informasi antara lain:

1) identitas instansi pabean vang meminta Verification
Visit:

2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

3] rencana tanggal dan tempat-tempat yang akan
dikunjungi;

4) tujuan dan ruang lingkup Verification Visif, termasuk
referensi atas barang vang diverifikasi; dan

5] nama dan jabatan para Pejabat Bea dan Cukai atau
kementerian /lembaga terkait yang akan melaksanakan
Verification Visit.

Negara Anggota pengekspor harus memberikan tanggapan

atas surat permintaan Verification Visif, dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

surat permintaan, apakah menerima atau menolak

permintaan Verification Visif;

Instansi Penerbit SKA Form AJ di Negara Anggota

pengekspor, sesuai dengan ketentuan dalam negerinya,

wajib memberikan data/informasi tambahan yang diminta

dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari

atau jangka waktu lain vang disepakati bersama sejak hari

terakhir pelaksanaan Verification Visit.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM
RANGKA AJCEP

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarf Preferensi, pada PIB disikan kode
Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ
sebagai berikut:

.

dalam hal PIB hanya menggunakan skema AJCEP, kode 61
nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ harus
dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau
Kolom 33 PIB;

dalam hal PIB menggunakan skema AJCEP dan [asilitas
kepabeanan, kode 61 wajib dicantumkan secara benar pada
Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA
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Form AJ harus dicantumkan secara benar pada Lembar
Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan
Persyaratan /Fasilitas Impor PIB.
Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/fatau PIB dari
TPB diatur tersendin dalam Lampiran Il huruf B Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendin dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran [l
huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VI. KETENTUAN LAIN TEREKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

L.

De Minimis

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang

CTC, nilai bahan baku WNon-Onginating yang tidak wajib

mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:

a. untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22,
Bab 23, Bab 28 sampai dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai
Bab 97, keseluruhan nilai bahan baku Non-Originating yang
digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi
CTC yang dipersvaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari FOB;

b. untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21,
keseluruhan nilai bahan baku Non-Orginating vyang
digunakan dalam produksi barang vang tidak memenuhi
CTC wvang dipersyarakatkan, tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) atau 7% (tujuh persen) dari FOB sesuai daftar PSR
AJCEP; atau

|
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c. untuk barang pada Bab 50 sampai Bab 63, berat seluruh
Bahan Non-Onginating vang digunakan dalam produksi
barang yang tidak memenuhi CTC vang dipersyaratkan,
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan berat
barang,

dengan syarat hal tersebut memenuhi seluruh kriteria lainnya

vang berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan

menentukan keasalan barang.

Akumulasi

Barang Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai

bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain,

harus dianggap sebagai Barang Originating negara tempat di

mana proses produksi barang jadi dilakukan.

Pengerjaan vyang Tidak Diperhitungkan [Non-Qualifying

Operations)

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau

perubahan melalui proses tertentu [specific process], jika hanya

mengalami proses sebagai berikut:

a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik
scelama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya
pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan
proses sejenis lainnya;

b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya
kembali;

€.  penguraian;
pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan
komponen-komponen vang diklasifikasikan sebagal suatu
barang jadi sesuai  Ketentuan Umum Untuk
Menginterpretas: Harmontzed System (KUMHS) 2 (a);

f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf f.
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Perlakuan terhadap Pengemas

.

Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak
diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan barangnya, utdak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut
diperhitungkan sebagai originating maupun non-originating
dalam penghitungan RVC.

Aksesoris, Spare Part, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau

Informasi Lainnya

L.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
CTC atau proses khusus, keasalan dan aksesoris, spare
part, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya vyang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan onginating suatu
barang apabila:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice
vang terpisah dengan barangnya; dan

2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan, dan
instruksional atau manual infermasi lainnya tersebut
Wajar.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang

RVC, nilai dari aksesoris, spare parf, peralatan, dan

petunjuk/manual atau  informasi lainnya  harus

diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-

masing.
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VIl. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH
NEGARA ANGGOTA ASEAN
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VIIl. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AJ YANG DITERBITEAN OLEH
JEPANG
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF
PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS
ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES

I. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang dalam rangka Memorandum of

Understanding between The Government of The Republic of

Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade

Facilitation for Certain Products Orginating from Palestinian

Territories meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
Wilayah Palestina (Wholly Obtained atau Produced);

b. barang vang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
Wilayah Palestina (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:

1) Not Whelly Obtained atau Produced; atau
2)  Product Specific Criteria.
2.  Wholly Obtained atau Produced

Barang-barang vang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau
dikumpulkan di Wilayah Palestina;

b. binatang hidup vang lahir dan dibesarkan di Wilayah
Palestina;

c. produk yang diperoleh dan binatang hidup sebagaimana
dimaksud dalam huruf b di atas;

d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang
dilakukan di Wilayah Palestina;

e. mineral dan preduk alam lainnya, selain huruf a sampai
huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut, atau di bawahnya di Wilayah Palestina;
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f. produk vang diambil dari perairan, dasar laut, atau di
bawah dasar laut di luar wilayah perairan Palestina, dengan
ketentuan bahwa  Palestina memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut
tersebut sesuai dengan hukum internasional,

g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaltar di Wilayah
Palestina atau memiliki hak untuk menggunakan bendera
Palestina;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Wilayah Palestina
atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Palestina,
hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di
atas;

i. barang vang dikumpulkan di Wilayah Palestina dari barang
vang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak
dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali
dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan
kembali bahan bakunya atau untuk tujuan daur ulang;

J.  barang vang diproduksi atau diperoleh di Wilayah Palestina
atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
huruf i di atas.

Not Wholly Obtained atau Produced

a. Total nilai Bahan Non-Onginating tidak lebih dari
65% (enam puluh lima persen) nilai Ex-Works vyang
diproduksi atau diperoleh sepanjang proses akhir dan
pengolahan barang tersebut dilakukan di Wilayah Palestina,
vang dihitung dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

Nilai Bahan Baku Nen-Originating

X 100 = 65%
Nilai Ex-tworks
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Reterangan:

a] Ex-Works adalah syarat penyerahan barang dimana
penjual menyerahkan barang kepada pembeli atas
pengaturan pembeli di tempat penjual atau tempat lain
vang disebutkan;

b) Nilai Bahan Baku Non-Orginating adalah :

(1) nilai CIF pada saat importasi bahan baku; atau

(2) harga pasti yang pertama dibayarkan untuk
bahan baku yang tidak dapat ditentukan
keasalannya di Wilayah Palestina di mana barang
tersebut dikerjakan atau diproses.

b. Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Onginating dan
seluruh  Bahan Non-Orginating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang, wvaitu perubahan pada 4
[empat) digit pertama HS [pos].

c.  Product Specific Criteria

Barang yang memenuhi Product Specific Rules (PSR) yvang
terdapat dalam Attachment B Implementing Arrangement of
The Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the State
of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products
Onginating from Palestinian Territories, harus dianggap
sebagai Barang Originating dan berhak mendapat Tarif

Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1.

Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria

pengiriman langsung:

a. barang mmpor dikinm langsung tanpa melewati wilayah
selain Negara Anggota; atau

b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara
Anggota baik dengan atau tanpa transshipment atau
ditimbun sementara, dengan syarat sebagai berikut;

[ =
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1) transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;

2) barang tersebut tidak  diperdagangkan atau
dikonsumsi di negara tujuan transit danj/atau
transshipment; dan

3} tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain vang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik

2. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau
transshipment di negara perantara selain Negara Anggota,
kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen:
a. Through Bill of LadingfAirway Bill yvang diterbitkan di

Palestina; atau

b. dokumen atau informasi lainnya vang diberikan oleh
otoritas pabean dari negara transit atau entitas relevan
lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami
kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk
menjaga kualitas barang di negara selain Negara Anggota.

KETENTUAN PROSEDURAL

Ketentuan Penerbitan SKA

Peneliian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form P

meliputi:

1. wukuran kertas IS0 A4 sesual dengan format SKA Form P pada
lampiran ini;

2. penandatanganan SKA Form P oleh pemohon/eksportir.

3. penandatanganan SKA Form P dan stempel oleh Instansi
Penerbit SKA Form P;

4. BSKA Form P diterbitkan sebelum atau pada saat atau dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi;

5. pemberian tanda “ISSUED RETROSPECTIVELY" pada kolom 11
SKA Form P dalam hal SKA Form P diterbitkan lebih dari 3 (tiga)
hari kerja, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

s
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6. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form P sesuai dengan
Overleaf Notes;

7. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA
Form P dilakukan dengan mencoret |striking ouf) pada data vang
salah dan membuat perbaikan atau pembetulan wvang
diperlukan;

8. tanda/tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY" pada SKA pengganti
dimuat di kelom 13.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a, melampirkan copy atau hasil pindaian SKA Form P terkait
dan menyatakan alasan vyang menvebabkan SKA Form P
diragukan kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara acak (random) dan disertai dengan
permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan
barang;

b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
setelah diterimanya Permintaan Retroactive Check.

2. Verfication Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mengirimkan permintaan secara tertulis kepada Ministry of
National Economy of the State of Palestine untuk
menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan Verfication
Visit;

b. Verfication Visit harus dilakukan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari setelah diterimanya permintaan tertulis;

c. proses verilikasi, termasuk proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan Venfication Visit, harus
dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada
Mirustry of National Economy of the State of Palestine paling
lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari
sejak tanggal pengiriman Permintaan Retroactive Check;

s
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d. dalam hal jawaban atas Permintaan Retroaclive Check atau
Verification Visit tidak mencukupi dan/atau tidak diterima
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.b,
butir 2.b, dan butir 2.c, maka SKA Form P dinyatakan
ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib

diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA

Form P sebagai berikut :

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Memorandum
Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi
Perdagangan Produk Tertentu vang Berasal dari Wilayah
Palestina, kode 62, nomor referensi, dan tanggal SKA
Form P, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau
kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema Memorandum Saling
Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan
Produk Tertentu vang Berasal dari Wilayah Palestina dan
fasilitas kepabeanan, kode 62 wajib dicantumkan pada
kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form P wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran
Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor
PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dan

TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Impor Untuk Ditimbun di

PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran Il

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang

Tata Cara Pengenaan Taril Bea Masuk atas Barang Impor

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

g,
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Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

VL. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
Proses dan Pengerjaan Minimal
Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau

1

dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses
minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan originating
barang, yaitu:

.

"
L.

pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik
untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan
kemasan;

pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida,
minyak, cat, atau pelapisan lainnya;

pengecatan dan pemolesan sederhana;

kalibrasi atau tes sederhana;

pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya,
pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;

penajaman, penggilingan, pengirisan atau pemotongan
sederhana;

pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda
pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
pencampuran produk secara sederhana, baik yang scjenis
maupun tidak;

perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk
suatu produk jadi.
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De Minimis

a.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan Kriteria asal
barang CTC, Bahan Non-Originating yang nilainya tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) nilai Ex-works barang
jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi
barang.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria nilai
tambah, nilai Bahan Non-Originating sebagaimana pada
huruf a harus tetap diperhitungkan.

Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas

.

Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai
pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran
harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi,
dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagal pembentuk
keseluruhan barang jadi.

Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan,
kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan
untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan buku petunjuk
atau informasi lainnya vang disertakan bersama dengan barang
utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan
barang, sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan buku
petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan
dikenakan bea masuk berdasarkan barang utama di Indonesia.
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VIl. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM P

Qriginal (Duplicate/Triplicate)

1. Exporter's Name and Address

| 2. Conslgnee's Name and Address

4. Producers Mame and Address

4, Means of transport and foute (as far
28 known)

CERTIFICATE NO.

Territories

Form P

Issuad in Palasting
Seoe Owvadsal Noles

Implementing Arrangemaent of the
Memorandum of Understanding between the
Government of the Republic of Indonesia
and the Governmuont of the State of
Palestine on Trade Facilitation for Certain
Products Originating from Palestinian

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)

5. For Official Use Only

P

The undersigned hereby declares (hat the
above delalls and stalement are cofrect; that all
the products were produced in
Palestine

and that they comply with the origin
requirements specified for these goods in the
Rules of Origin  under lmpunum:ing
Arrangament of  the  Memorandum
Understanding batwean the Governmeni of th-
Republic of Indonesia and the Government of
the State of Palestine on Trade Facilitation for

Certain Products Originating from Palestinian
Terntories for the products exported to
Indonesia

Fiace and daie, signature of authonzed
Bignatory

B BEE A EEEES

Departure Date:;
VORI M (7 raits_Euminaton Treatment not Given
Paort of loading: (Please stale reasons)
it o ekt R
importing Country
B. ltern | 7. Marks and numbers | 8. Origin |9 Gross Waeight, | 10 Mumbsar
Aumbar on packages; Number | Criterion | Quantity and Ex- |and dae of
and kind of packages. Werks Price value (if | invaices
dascription of products: usé wvalue added
HE code of the criteria)
exporting couniry
11, Remarks
12, Declaration by the Exporier 13, Cearification

It is hereby certified, on the basis of conirol
carried out, thal the declaration by the

axporier s Cormach

Place and date, -ignlll.urlr imd :lmp nF

Compatent Govarnmantal Authodity
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OVERLEAF NOTES

Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter.

Box 2: State the full legal name, address (including country) of thi consignes

Box 3: State tha full legal nama, addrass (Inclsding country) of the producer. If mara than ona
producer of product is inchuded in the certificate, list the additional producers, including
name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the
information to be confidential, it is acceptable 1o sinte “Availpble to Customs upon
requast” If the producer and the exporter are the same, complale field with “SAME"

Box 4. Complele the m=2ans of transport and roule and specily the deparure date, fransport
vehicis Mo, port of loading and discharga

Box 5. Tha Customs Authorty of Indonesio must indicale in the relevant boxes whethar or not
tariffs elmination treatment is sccorded

Box 6; State the fem number

Box V- Provide a full description of each product The descriplion should be sufficiantly
detailed to enable the products to be idenlified by 1he Cusloms Officers examining
them and relate it to the invoice description and to the HS description of the product
Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of nackage shall also
be specified. For each product, identify the correct HS tariff classification. using the
HS tariff clagsification of tha axponing country.

Box 8 For axports from Palesting lo Indonesa to be eligible for tariffs ebmination treatment,
the arigin criterla must be indicated in Box 8, In the manners shown in the following
tabie:

R
first country named in Box 12 of this form Insert in Box

(a) The products wholly oblained in Palesting ns R

cefined in Rule 3 of the Rules of Origin

L N Percentage of Palesting
rontent, example 35%

1

(b} Products satisfied with rule 4 (a) (1)

{c) Products satisfied with rule 4 (a) (d)
(d) Products satisfied with rule 5 (Product Specific
Fubes) { i

Bax 8 Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of maasurement &.9. voluma
o number of items which would indicote oxpel gquantities maoy be used when
sustamary; the Ex-Works Price value shall b the invoiced values dectansd by sxpora
te the Computent Governmantal Autherity if use value added criteria

Box 100 invoice number and dele of invoices shall be snown here

Box 11" Issued retrospectively, Customer's Oider Number, Lettar of Cradit Number, and st
may be included if required

Box 12 The field must be completed, signed and daled by the 2xporier, Insen the piace, date
of signature.

Box 13 The feld must be complated, signad, daled and siampad by the autharized person of
the canifying authonty

‘PSR"

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tid.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum






